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Ar t i nSesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan ankamaida
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kaapg bila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu mapkén dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebh#iknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.( Q. S An Nisaad: 58)

" Departemen Agama Republik Indonesil Qur 6 an Dan, (Jakartaj RTma hny a
Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 128.
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ABSTRAK

Lailia Nailur Rahma Dani, 2022: Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus
Kekerssan Dalam Rumah Tangga (KDRTYang Mengakibatkan
Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Jember).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
PerceraiankKompilasiHukum Islam (KHI)

Hakim mewupakan personifikasi lembagpgeradilan yang mengemban
amanah vyang tidak mudahHakim dalam memutus perkara perlu
mempertimbangkan 3 asas hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Pengadilan Agamaednbe menerimakasus perceraian yang cukup banyak dan
senakin tinggi angka perceraiannydercatat sampai tahu021 menerima
perkara yang diputus terdapat cetaiek ada 1.544asus dan ceragjugat ada
4.289kasus, terkaiperceraian abatkasusKDRT terdapat 31 kasugang terjadi
ditahun 2021 Namun lebih meariknya terkait pertimbangan hakim yabgrani
memutus perkara perceraian yang diakibatkan karena KDR3ebab KDRT
merupakan perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Isam.

Berdasarkan konteks penedii, fokus dan tujuan penelitian sebagai
berikut: 1) Bagaimana pertimbangan putusan hakim untuk memutuskan perkara
perceraian yang diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di
Pengadilan Agama Jember2) Bagaimana implikasi putusan hakim pasca
perceraian terhadap kasus Kekerasan Dalam Ruifaigga (KORT) di
Pengadilan Agama Jember berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini adalah penelitian lapangafield research dengan
menggunakan metode kualitatif deskripAdapun sumber data dalam penelitian
ini ialah sumber data primerad skunderdengan tehnikwawancara dan
dokumetasiKeabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1. Pertimbangan hakimntuk memutuskan
perkara perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Jember
berdasekan fakta dan hukum PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) ddo. {fasal
116 Kompilasi Hukum' Islam (d) dan (f) dan bukti yang menguatkarAkibat
hukum putusanhakim Pengadilan Agama Jember dalam perkara perceraian
terhadap kasus KDRTyang dalam hal ini dengan nomor perkara
3766/Pdt.G/2021/PAJrme nghasi | kan keputusan menj at
menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi
berupa nafkah iddamenetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan penggugat,
menghukum terggat rekonpensi membayanafkah untuk anak diluar biaya
Kesehatan dan biaya pendidikannya, dan membebankan kepada tergugat
rekonpensi untuk membayar biaya perkara
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BAB |

PENDAHULAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga dalam arti bahwa itu adalah rumah tangga beserta naungan
pertama dan juga sekehpok orang yang sedarah dalam perkawinan, yang
bertujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama, anggota yang
sosialdan emosional, dan mempromosikan perkemgba mental dan fisik.
Elemen terpenting dalam sebuah rumah tangga yang paling utalah swiatu
pernikahan yang sah. BerdasarkdndangUndangRIl Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 1lyang dimaksd dengan pengertian Perkawinbre r aPerkawinafi
adalah ikatan lahi batin artara seorang pria danvanita sebagai suami istri
dengan tjuan membentuk suatkeluarga yang bahagia selamanya
berdasarkan Ketuhanan Yang Mahat® *.Sedangkan berdasarkan KHI Pasal
2y ang b eReflxawinap mendrut hukum Islam yaiperkawinan yang
merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaagon gholiidhan untuk menaati
perintahAllah dan memenuhinyedalah ibadab 2

Setiap peanikahan ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan
warahmah. Akan tetapi, seiring dengan perubahan gaya hidup dan nilai moral
dalam mayarakat saat ini, mempertahankan rumah tanggahstidak bisa

diutamakan lagi. Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat

! Sekretariat Negara Republik Indor@sUndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 1.

2 Sekretariat Negara Republik Indonesiatruksi FresdenNomor 1 tahun 1991 Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Pasal 2.



memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya.
Seperti salah seorang atau keduanydakt melaksanaka kewajiban
kewajibannyadalam rumah tangga.

Mengenai Hak dan Kewajiban suami igtiasal 3684 UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 a n g b eSudmi day istri ddalah makhluk sosial
dan juga manusia. Harus saling mengasihi, menghormati, setia, dan tolong
menolong satu sama lain dalam lahir dan batin. Suami juga berkewajiban
untuk melindungi istri dan memaksimatkapa yang mereka butuhkan,nda
mereka harus menjalankan rumah tangga mereka semaksimal mungkin. Siapa
pun dapat mengajukan permohonan perceraigpakia Pengadilan, jika suami
atau istri telah melalaikan kewajibannya masimgsing .

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi
bukan berarti bahwa islam membuka jalan sekldtaarnyauntuk melakukan
perceraian, dan itu juga tiddberarti bahwa Islam membolehkan umatnya
melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja. Islam
memberikan batasdmatasan antara suami dan istri. Batasatasan itu
diantaranya adalah setiap pesan harus didasarkan atas alasan yang kuat
dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, setelah
usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga
mereka’

Penyebalputusnyaperkawinanserta akibatnya, berdasarkaes&® 38

UndangUndang Nomorl Tahun 1974yang beb u n yPerkawinan dapat

% Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bas3d.
* Muhamnad Abdul Aziz, Abdul Wahab Sayyed HawwaBigh Munakahat, Khitbah
Nikah dan TalaKJakarta: Amzah 2009), 14.



putus karena yang pertama kematian, yang kedua perceraian, dan yang ketiga

berdasarkan keputusan PengadiigrMengenai hal tesebut perceraian diatur

dalam Pasal 391 41 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan,perceraan membutuhkan dasar hukum yang sah dan tidak dapat

diselesaikan tanpa persetujuan kedekalp pihak Ketentuan mengenai alasan

alasan perceraian secara limitatif telah diatur paéeraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975tentangPelaksanaan Undaigndang NMmor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinasebagaimand®P 9/1975 telah disebutkarbahwa

alasaralasaratau penyebaperceraian muncularienam alasaherikut :

1. Jika slah satu pihak melakukan perahan, mabuknabukan, pemadat,
penjudi, dan laidain yang suli diobati.

2. Jikaadasatubelahpihak meninggalkapihak lain selama kurang lebih dua
tahun tanpa alasan yang pasti

3. Setelah perkawinan dari salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau lebih

4. Jika salahsatu pihak melakukakekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan nyawa pihak lain.

5. Jika @lah sau pihak menderita kelaingsényakit yang tidak -dapat
disembuhkan yang menghalangi merakauk memenuhi kewajibannya

sebagai suamstri.

® Setneg RIUU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38.



6. Dan selalu adgertengkaran sertadca perselisihan antara suami istri tanpa
ada harapan untuk kemb&li

Bagi umat islam, runtuhnya perk@nan karena disebabkan oleh 2
macam perceraian yang mateadapatcerai talak dan cerai gugdierai talak
ialah untukmemutuskan (membubarkan) hubungassangn antara suami dan
istri dari ikatan pernikahan sah menurut hukum agastaami, yang putus/a
sebuahhubungan pernikaharernsebut atas kehendak sang sug®eidangkan
cerai gugat yaituperceraian yangliajukan oleh seorang istrPermohonan
pereraianumat muslim diajukan ke pengadilagaana, sedangkamonmuslim
diajukan ke pengadilanegeri.Dalam KHIPa s a | talhklyditu $ebuah ikrar
seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama, yang mejadi salah satu
penyebab putusnya sebuah perkawinan

Talak berdasarkan KHIPasal 129 berbunyi iSeorang suami yang
hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan secara lisan dan
tertulis kepada pengadilan agamdi tempat tinggal istrinya, dengan
menyebutkan alasannya dan meminta diadakannya jadwal sidzncgrpian
08 Semeara cerai gugat tertuang dalarasBl 132,berbunyifiGugat cerai
diajukan oleh istri atau wakilnya di pengadil@yama, yang berwenang atas
domisili penggugat, kecuali jika istri meninggalkan domisili bersama tanpa

persetujuan suaraf’

® Setneg RI PP Nomor 9 tahun 197%ntang Pelaksanaan Undamgdang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinapasal 19.

" Setneg RlInpres No.ltahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 17.

8 Setneg RIInpres No.ltahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 129.

? Setneg RlInpres No.ltahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), psal 132.



Peceraian dianggap telah terjadi dse@mua akibatnya terhitung setelah
dicatat oleh pejabat sipil dalam buku catatan sipil selaku pejabat negara sipil,
terkecuali bagi yang beraga islam terhitung setelah jatuhnya putusan
pengadilan yang memiliki kekuatankwm yag tetap, terdapat daldPasal34
(2) Peraturan Pemerintah NomorT&hun 1975tentang Perkawinal! Jika
akibat putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak, maka
pasangan yang masih hidup dan keturunanmgwarisi seluruh harta warisan,
apabila ada analkang belum dewasaaka anak berada dalam perwalian.

Hadist Raul dalam Hadist Riwayat Abu Dawud dan lbnu Majah
me nj el Allk amembefici perkara halal namun keji adalah thalag
(cerai)o ,bahwa perceraian disebabkan dengan adanya talak didakai.
Namun di dalamKHI Pasal 116 (d) dan (f) telah diatur perkawinan yang
berujung perceraian dapat terjadi yang diakibatkan KDRTatddsebabkan
oleh als a rKekdjaman/penganiayaan oleh suatu pihak yang kategorinya
berat bagi yang menjadi korbarerjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus antara pasangan, dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi
di keluarg®* Dalam islam mengenai magasid syariah bertujuan untuk
kemaslahatan,etdapat5 tujuan yaitu pertama menjaga agama, kedua jiwa,
ketiga akal, keempat keturunan, dan keliragdn

Berdasarkan pada Pag#dsal diatashal ini bertentangan denganuan
perkawinan serta hak damwajiban suami istri, bahwasanya dapat dianggap

sebagai sebuah larangdragi adanya tindakan KDRTKehidupan rumah

19 gsetneg RI, PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (2).
M SetnegRl, Inpres No.ltahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 ayat (d)
dan (f).



tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama, tempat yang paling
teraman dan ternyaman bagi seluruh anggota dalam keluarga, namun pada
kenyataannya justru banyak Hell buruk yang terjadi bahkan menjadi tempat
penderitaan ataupyenyksaan akibat terdapat sebuah KDRT
Dasar hukumlaranganterkait KDRT telah diatur dalam UU No.
232004 tentag PenghapusaiKDRT P a s a | 5 s eSbtiapg@angna n a
dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
anggota keluargaya, beupa kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun
pelantaran keluarga'? Dengan demikian terkait penghapusan KDRT terdapat
dal am P a sPedinduigan(yany dikb@rikan negarantuk mencegah
KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindutmyban KDRB.*®
Berdasarkartren pada kasuKDRT yang menjadi pemasalah serius
dan kurang mendapat perhatian di masyarakat karena beberapa alasan :
1. Ruang lingkup KDRT relatif terbatas (private) danvasi dilindungi jika
terjadi masalah dalam rumah tangga.
2. KDRT sering dianggap bsa karena hak sebagai suami untuk
memperlakuka istrinya sesuai keinginannya sebagaimana kepala rumah
tangga yang memegang kendali

3. Terjadinya KDRT di dalam ikatan perkawin4h.

12 Sgneg Rl Undangundang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, pasal 5.

13 Setneg RI, UU No. 23 tahun 2004, pasal 1 ayat (2).

¥ Afri ePempetif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Tephesdari
Dalam UndangJndangNomor 23tahun 2004tentang Penghapusdfekerasan Dalam Rumah
T a n g g a9 Paflahg Wniversitas Andalas Pad&eg,).



Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan,ngeeban
amanah yang tidak ndah Di dalam membuat keputusan Hakim tidak saja
dituntut memiliki kemampua intdektual, akan tetapi juga diharapkan
memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, Hakim
juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketagwaan, mampu
berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan
statusng di hadapan masyarakat. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu
aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan
Hakim yang mengandungeldilan éx aequo et dno dan mengandung
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak
yang bersangkutan agar pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti,
baik, dan cermat

Hal tersebut membuktikan perkara perceraian yang terjadi memang
karera suatu alasan yang menjadi jalan keluar terakhir dalam mengambil suatu
keputusan. Jember salah satu wilayah yang menangani kasus perceraian yang
cukup banyak dan semakin tinggi angka perceraiannya. Dalam menangani
kasus tersebut ada suatu lembaga yangtdapngurus proses perceraian yaitu
Pengadilan Agama Jember. Pengadilan Agama Jember terletak di sebelah
selatan dari Kabupaten Jember, di Jalan CeraBdawNomor 27, Krajan,
Jember Lor, Kecamatan Patrang. Alasan mengapa penulis memilih lokasi
penelitian ni adalah karena Pengadilan jember banyak menangani perkara

perceraian.

15 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agaif¥ogyakata:
Peustaka Pelajar, 200441



Faktor yang menjadi alasan percemakarena KDRTdi Pengadilan
Agama Jember yaitu, lantaran pertengkatanah tanggalan yang menempati
urutan kedua yaitu faktor ekonomi, dikarenalsmiami yang tidak bekerja atau
berpenghasilan pgsasan. Pihak pengadilan berusaha mendamaikan pasangan
yang hendak bercair baik saat persidangan atau mediasi, akan tetapi tingkat
keberhasilan dari upaya dansaingat minint®

Sejak tahun 2019 masih tednilg tinggi secara nasional perihal angka
kasus kekerasan perempuan di kota Jember, mencapai angka 2.100 kasus,
meski padatahun 2020 menurun sehingga mencapai 2.010 Rasguamun
Pusat Pelayanan Terpadu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana kota Jember telah mencatahdn 2020 ada
sekitar 195 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus yang terjadi salah
satunya yaitlKDRT. Sedangkan dalam pede 3 bulan selama januari hingga
maret 2021, terdapat sekitar 55 kasus dakdtban serta 21 merupakan kasus
kekerasan seksual, sisanya merupakan kekerasan®fsikis.

Banyak faktor yang terjadiakibat pertengkaran rumah tangga
penyebab maraknya peningkatan kasus perceraifanthetahun 2021. Salah
satunya KDRT dan itdak ada KluargaBerencanayang jelaskarena karban
berada di usia remaja akibatenikah di usia muda. Berdasarkan dpsala

tahun 2021 yang berstatus jand&ibat peceraian sebanyak T1000, namun

16 Karmin, diwawancarai oleRenulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.

YfPercer ai anPafal 39l UU NoDaa ltaum1 974, 0 Desember 2013,
https://perceraianonline.com/perceradiaturdalampasali39-41-uu-nomor1-tahur1974/)

Bportal Jember 04, APPT Jember Catat Kasus Kel
https://portaljember.pikiranakyat.com/jemberan/gt61747537/ppembercatatkasuskekerasan
di-jembertinggi.



https://portaljember.pikiran-rakyat.com/jemberan/pr-161747537/ppt

meningkatmenjadi 11800 orang, hal ini tentaya menjadi fokuDP3AKB

Jember karena tahun 2021 ini bertamb&190 jandd®

Tabel 11
Data Perkara Perceraian YangDiputus PA Jember
Tahun 2021
No. | Cerai Talak| Cerai Gugat| Perceraian Yang Diakibatkan Denga
KDRT
1. 1.544 4.289 31

Sumber Dokumentasi 202Arsip Pengadila Agama Jembé?

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa
traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma
psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma
psikdogis selain dagt dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk
tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi
dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban
KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secakurny medis dan
psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban
kekerasartersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah
pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat
menyelesaikan problemnya sexanandiri dan @nstruktif. Bahwa pengalaman
tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari

bahwa mereka tidak layak untuk mengalami (kekerasan) kefbali

Y Maj al ah Gakiorfakiar Penyg@bab Masih Tingginya Angka Perceraian di
Jembeo . Se pt e mbhips:/M&vR. magaiBempur.com/2021/09/faktdaktor-penyebab
masihtingginya.html

20 Arsip Pengadilan Agama Jember.

! Komnas Perempuan Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor, dalam
www.perempuan.oid, diaksesRabu 9 November 2022.



https://www.majalah-gempur.com/2021/09/faktor-faktor-penyebab-masih-tingginya.html
https://www.majalah-gempur.com/2021/09/faktor-faktor-penyebab-masih-tingginya.html
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Secara yuridisPasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 sudah jelas melarang
perbuatan tindak kekerasanlata rumah tangga. €hgan masih banyaknya
kasus KDRTyang berujung berceraiayang masuk diPengadilanAgama
Jember memperkuat dugaan masih banyaknya poléekerasanDalam
RumahTanggadi luar sanayang harus diselesaikan secara huk&hingga
dengan adaya datayangdi peroleh penulis dengan hakineriadilanAgama
apakahhakim dalam memutus perkapgernohonan perceraian bagi mereka
yang mengalami KDRBudah berdasarkan hukum yang adWiaka dengan
hal ini perulis tertarik untuk meneliti dan nmganaliss perkara tersbut dalam
skripsi yang berjudufi A n a IPertenbamgarHakim Pada Kasudekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan
KompilasiHu kum | sl am ( St udi Kasus Di Pengadi

B. Fokus Penelitian

Rumusan msalah sering disebut dengan sebutan fgbeselitiandi
dalam penelitian kualitatifBagian semua fokus masalah yang dijawab oleh
proses penelitian. Yang fokus kajiannya jelas, ringkas, kokoh, konkrit,
berorientasi pada tindakdhAdapun fokus penelitianang diambiladalah :

1. Bagaimana  pertimbanganputusan hakim  untuk -memutuskarmperkara
perceraian yang diakibatkaneKeaasan Dalam Rumahahgga (KDRT) di

Pengadilan Agama Jember ?

2 Tim PenyusunPedoman Penulisakarya limiah(Jember: Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember, 20292.
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2. Bagaimanaimplikasi putusan hakim pasca perceraian terhallapus
Kekerasan Dala Rumah &ngga (KDRT)di Pengadilan Agama Jember
berdasarkaompilasiHukum Iseam (KHI) ?

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskalur yang harus ditempuh
saat melakukan sebuah penelitian. Tujugmenelitian ini tidak boleh
menyimpang dri upaya pemecahan masalah. Karena itu, terdapat tujuan
khusus yang mendasalalam penelitian ini dan berdasarkan permasalahan
yang telah terjadi, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengtahu bagamana pertimbangamakim untuk memutskan
perceraian yang diakibatkan Kekerasan Dalam Runaadgda (KORT) di
Pengadilan Agama Jember.

2. Untuk mengetahui bagaimamaplikasi putusan hakim pasca perceraian
terhadapkasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan
Agama Jember berdasarkdompilasi Hukum Islam (KHL)

. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berisi tentang kontribusyang akan
diberikan setelahmenyelesaikanpenelitian. Manfaatpenelitian -terdiri- dari
teoritis dan praktissepent manfaat bagi peneliti, instansdan nasyarakat
secara keseluruh&h Adapun manfaat yang diharapkan oledngis sebagai

berikut :

% Tim PenyusunPedoman Penulisaiarya, 93.
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1. Manfaatteoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk
memperdalam pengetahuan tengg&DRT Yang berujung padperceraian,
yang mana mebabkaentang pertimbangan hakipada kasus KDRT yang
mengakibatkan perceraian berdasarkan KHI khususnya serta dapat dijadikan
sebuah rujukan dalam penelitian selanjutnya. Dan sebagaimana untuk
menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kasus KDRT yang
mengakbatkan perceraian.

2. Manfaat praktis yaitu pnulisan karya ilmiah secara detail untukhyles,
penelitian untuk pelatihan, menambah pengalaman, memperluas wacana
pengetahuarf) A n a Partisnbasgan HakinPada Kasu&ekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) Yang Meakibatkan Perceraian Berdasarkan
KompilasiHukum slam( St u d i Kasus Di PenRBpgidi | an A
al mamater Uni versitas | sl am Neger.i AU
penelitian ini dapat dijadikan sebagai baheferensi bagi civitas akademika
UIN KH. Achmad Siddig Jember untuk lebih mengembangkan ilmunya.
Khususnya mahasiswa Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Bagi
masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informag ya
nyata dan faktual temtg KDRT yang berujung pada perceraianpéea

seluruh masyarakat
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E. Definisi Istilah
Pengertian dardefinisi istilah yaitu mencakupuatu penjelasan tentang
arti dari setiap kata kunci yang terkandung dalam judul serta fokus penelitian
berdasarkartujuan dan pemahaman meis, maka dari itu uraian dinisi
istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Pertimbangan Hakim
a. Pertimbangan
Pertimbangan berasal dari kata timbaymng artinya adijl
sedangkan pertimbangan artinya pendgpagbaik dan burui?
b. Hakim
Kata hakim berasal dari bahadah a k i yareg Oberarti
peraturan, kekuasaan, aturan, atau pemerintah. Secara umum, hakim
adalah pejabat yang bertugas memimpin jalannya persidangan.
c. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim adalahtahapan yang dilakukan oleh
majelis hakim sebam suatkeputusardibuat aau diumumkan dalam
persidanganpada pertimbangan hakim ini rekg hakim melakukan
bermusyawarah, mempertimbangkan - dan memutuskan -keputusan
mana yang harus didsit untuk kedua belapihak yang berperkara.
2. Kekeraan Dalam Rumah TanggddRT)
Defisini  KDRT terdapat dalam Undangndang Republik

Indonesia Nomor 23 &hun 2004 pasal 1 tentang penghapusdRT,

“pDepartemen Pendidi kan Nasi ona(akarta:KBalaius Besar
Pustaka, 2007), 1193.
% M. Yahya HarahapHukum Acara Perdat@lakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.
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KDRT adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama seorang
wanita, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara seksual,
fisik, atau matal dan penelantaranumah tangga termasuk pengancaman,
pemaksaan, atau perampasan dengan melawan hukum datkup
rumah tangg&®
3. Perceraian
Terdapat dalam Pasal 114 KHI Perceraian yaitu putusnysaleb
perkawinan yang diakibatkan adanya perceraian piga dapat terjadi
karena adanya gugat cerai ataupun berdasarkan gugatan perceraian.
Sedangkan talak sendiri dalam pasal 117 KHI yaitu sebuah ikrar seorang
suami di hadapan sidang pengadilan agama gaargadi salah satu sebab
putusnya perkawinan dengaara sebagaimana terdapat dalam pasal 129
sampai dengan 131 dalam Kompilasi Hukum Isfam.
4. Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan kaidedidah hukum
islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin
dengan berpedomamada rumusan kalimat dan pasal yang lazim

dipergunakan dalam peraturan perundandangarf®

% Setneg RIUU No. 23 tahun 2004entangkDRT, (Salinan sesuaiengan aslinya Deputi
Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundandangan: Jakarta, 2004).

27 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undandang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan Dan KHI(Citra Umbara: Bandung, 2016).

28 Ali Masykuri Haidar fi @rg |IPangang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi
Hu k um I(PodtiEnak®018):-3.
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5. Pengadilan Agama
Pengadilan Agama merupakan terjemahan daodsdienstige
Rechtspraakmaka definisi dari Pengadilan Agama yaitu upaya mencari
keadilanatau menydesaikan suatu sengketa hukum yang sesuai dengan
aturan agama. Pengadilan Agama juga memiliki sebutan (gelar) resmi bagi
salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan
kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga satlah s
diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya
adalah pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Disebut
Pengadilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili kasus perkara
tertentu atau sekelompok orang tertentu (im)s” Kata lain dari
Pengadilan yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan perjp@tpbaran tata urutan
pembahasadalampenelitian ini agar bertujuan memudahkan pemsahaan
pemahamagang lebih ¢las dalam penelitian
BAB | : Dalam pendahuluanbagian awal akan mendeskripsikan
mengenayangpertamakonteks penelitianyang kedudokus peneletianyang
ketigatujuan penelitianyang keempatanfaat penelitianyang kelimadefinisi
istilah, yang keeam metode penelitian, daryang terakhir sistematika

pembahasan.

2 HRK Fasichad PA , 2016 http://eprints.stainkudus.ac.id/153/2/5.%20BAB%2af.



http://eprints.stainkudus.ac.id/153/2/5.%20BAB%20II
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BAB Il : Dalam tinjauanpustaka terdapat penelitian terdahulu serta
kajian teori yang berkaitandengam pembahasan yang ditelitifjujuan
memaparkan penelitian terdahulsebagai penguat dan pedman dari
penelitian ini agar terdapat kemenarikan terendiri dari penelitian lainnya,
ataupun dalam kajian teori yaitu sebuah gambaran umum yang berkaitan
dengarKDRT yang mengakibatkan perceraian.

BAB Il : Membahaganetode peneliin yang meliputi meto@& yang
peneliti gunakan untuk menjawab pertanyparntanyaan dalam penelitian ini.

BAB IV : Pada bagian inierdapat pembahasan yastigoeroleh peulis
dan pembahasan masalah dalam penelitian. Bab ini merinci secara detail dan
konkrit pastinya terhadap agang menjadi permasalahan yang terjadi.

BAB V : Dalam penutup ini terdapat kesimpulan, lampi@npiran,
dan sarassaran. Sekaligus sebagai jawaban dari pgatok permasalahan

yang telah di paparkan oleh pgis dalam penelitin ini.



BAB I
KAJIAN PU STAKA
A. Penelitian Terdahulu

Selama penelitian, penelitian terdahulu inilah yang menjadi sebuah
rujukan akan hal perbedaan dan persamaan dari skripgigoddari beberapa
penelitian terdahulu ini juga memiliki keterkaitan dan dalam skipsulpgen
memiliki unsur kebaharuan, maka dari itu penelitian terdahulu dijadikan
sebagai rujukan pembeda dan yang berhubungan dengan skripsis.pen

Sebagai berikut :

1. M.AAndy Raihanfi P e r ¢ éAkitati Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkarac®mian Noror : 214Pdt.
GPA. BYr.)o.

Skripsi ini dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullaliakarta Menjelaskan tentang bagaimana putusan
hakimdi PA Bogor dalam memutus permgapeceran tanpa menghilangkan
hak dammendiskriminasikaumperempuan ketika perceraian diselesaikan di
Pengadilan Agama BogorKomparasi dari kedua penelitian yaitu
persamaannya sarsama menggunakan materi pembahasan yang mengenai
perceraian dan KDRT, serta metode pengumpulan data juga meiakuka
metode wawancara/interview, dan penelitigilakukan di Pengadilan
Agama.Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggumstkidi kasus

putusan dalam perkara perceraidn Pengadilan Agama Bogoperulis

M. Andy Reecérdiaa Akibat iekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus

Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor\FP2it4 GPA . Bgr.)o (Skripsi,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

17
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menggunakan studi kasu#i Pengadilan Agama dwer dan penelitian
terdahulu memakai metde penelitian hukum normatiflan sosiologis
sedangkan peris memakai metode penelitian empiris

2. Budi Jayantiyang berjudulii A n a IKasssiPsrceraian Akibat Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palaiwun 2016 %!

Kasus perceraigpenelitian tesis inakibatdari KDRT khususnya di

PA Palopo di tahun 2019Komparasi dari kedua penelitian yaitu
persamaannya sarsama menggunakan materi pembahasarg mengenai
perceraian daiKDRT di PA, dan penelitian €rdahulujuga menggunakan
jenis penelitian lapangan (field researchg¢rbedaannya adalah penelitian
terdahdu lebih memfokuskan penelitiaannya mengenai bentuk, penyebab
KDRT, proses penyelesaian perceraian di PA Palopo, upe@ya hukum
meminimalisir KDRT pada kasus perceraian yang terjadi di P&opg
sedangkan pertis fokus kepada pertimbangan hakumtuk menutuskan
perceraian yang diakibatkddkDRT di PA Jemberdan implikasi putusan
hakim pasca perceraian terhadap kasus KbRAengadilan Agama Jember
berdasarkan Kil.

3. Novia Trisiana Rani,ii Pe r | i nHdkum germadap Korban Tindak
Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pas3ll10
No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi Kasus Di Wiliyah

Hukum Kota Yogyakarta)*?

Budi Jayanti, fifAnal i si s sak BadamRunfale Tangga ii an AK i
Pengadilan Agama Palopo Tahun 20190 (Tesis, Pal o]
Novia Trisiana Rani, #APer |l i ndidangéeherashnk um Ter

Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 gdfaghapusan
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Skripsi jenjangsarjana strata satu dalam ilmukihm UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta. Menjelaskan dan meneliti tentang perlindungan

hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga

yang ditinjau pasal 10 UU PKDRTKomparasi kedua penelitian yaitu
persamaannya samsama menggunakan toee penelitian empiris, dan
juga melakukaninterview/wawancara. détbedaannya adalah penelitian
terdahulufokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga d@mdalakendala dalam pkndungan,
sedangkan pertis fokus kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan
perceraian yang diakibatkddDRT di PA Jember dammplikasi putusan
hakim pasca perceraian terhadap kasus KbRAengadilan Agama Jember
berdasarkan Hl.
. Qoidatul Ummalyang kerjuduli P e r t i rAbkannDglanm Memutuskan
Perceraian(Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di
Pengadilan Agama Banyuwan@lenurut UndangJndang Nomor 1 Tahun
1974 Dan Kompilasi Hukum Isladri>

Skripsi jenjalg sarjana strata satu dari kib#tas Syariah 1AIN

Jember Menjelaskardan menelititentang bagaimanpertimbangamakim

terhadap putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan

Agama Banyuwangi perspektif UBerkawinanserta perspektif Kompilasi

KDRT (Studi Kasus Di Wil ayah Hukum Kot a
Kalijaga, 2014).

Yogyaka

¥ Qoidat ul Perttimbendgan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis

Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan ABamguwangi) Menurut

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompil asi Hu k t

Jember, 2016).
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Hukum Islam dan apa perbedagng terdapat dalam UU no. 1 tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam tentang putusaperkara nomor
1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya Saamea
memlahas pertimbangan hakidalam memutuskan geara perceraian dan
berdasarkan Kompilasi Hukum IslaniPerbedaannya adalah penaliti
terdahulu fokus padpertimbangan hakim terhadap putusan perkaraor
1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi berdasarkan UU no. 1 tahun 1974 dan
menggunakan metode penelitian normagita jenis penelitian kepustakaan.
Sedangkan petis lebih fokus pada pertimbangan hakimntuk
memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT dan bagaimana
implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KBDRT
Pengadilan Agama Jembeberdasrkan KHI, dan menggunakan metode
penelitian kualitatif serta jenis penelitian empris.

5. Nurul Auliyang i P e r t i nHalamm Teehadap Putusaiafkah Pasca
Percerai an (Anal i si s Put usan Ma h k a me
01/PdtG/2019MS-Ac e R*) o .

Skripsi UIN Ar-Ranry Banda Aceh ini manjelaskan dan meneliti
tentang dasar pertimbangan hakoan tinjauan hukum islanterhadap
nafkah pasca perceraian dalam putusamor 01/Pdt.G/2019/M&ceh.
Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya sam@ membahas

dasar pertimdngan hakim dalam mmtuskan perkara perceraiadan

¥ Nur ul A uPertinpbangam ,Hakifh Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian
(Analisis Putusan Mahkamah208yWsAéekhpd A@ABkhi Noimor A
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
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metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui
pendekatan kualitatiPerbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada
dasartentang pertimbangan seorang hakim tunggal kepadagputagkah
pasca perceraian dalaperkara nomor 01/Pdt.G/2019/M&eh, dan jenis
penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka. Sedanmgkariislebih

fokus pada pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang
diakibatkan KDRT dan bagaimanimplikasi putusan hakim pasca
perceraian terhadap kasus KDRiTPengadilan Agama Jembéeerdasarkan

KHI.

Penelitian terdahulu dalam penelitian inmpemiliki keterkaitan
dengan diantaranya dari segi metode, permasalahantedéumya ada
perbedaan dalamsegi metode maupun jenis penelitian serta fokus
penelitian, yangsebagaimangperulis menjelakan dan meneliti tentang
pertimbanganhakim untuk memutuskan praian yang diakibatkan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pdiiga Agama Jember dan
implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT

Pengadilan Agama Jembéeerdasarkan Hl.

Tabel 2.1
Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitiaferdahulu
No | Nama, Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1 M.Andy Raihan Komparasi dari kedui Perbedaannya adalah
fiPerceraian Akibat penelitian yaitu penelitan terdahulu

KekerasarDalam Rumah| persamaannya samal menggunakan studi kasus
Tangga (Studi Kasus sama menggunakan | putusan dalam perkara
Putusan Hakim Dalam | materi pembahasan | perceraian di Pengadilan
Perkara Perceraian yang mengenai Agama Bogorsedangkan
Nomor : 214Pdt. GPA. | perceraian dan perulis menggunakan studi
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Bgr. ) o. KDRT, serta metode | kasus di Pengadilan Agamg
pengumpulan da Jember dan penelitian
juga melakukan terdahulu memakai metode
metode penelitian hukum normatif
wawancara/interview| dan sosiologis, sedangka
dan penelitian peneliti memakai metode
dilakukan di penelitian empiris.
Pengadilan Agama.

Budi Jayanti, Komparasi dari keduq Perbedannya adalah

fAnalisis Kasus
Perceraian Akibat

Kekerasan Dalam Ruma

Tangga Di Pengdlan
Agama Palopo Tahun
20190.

penelitian yaitu
persamaannya sama
sama menggunakan
materi pembahasan
yang mengenai
perceraian dan KDR'l
di PA, dan penelitian
terdahdu juga
menggunakan jenis
penelitian lapangan
(field research).

penelitian terdahulu lebih
memfokuskan
penelitiaannya mengenai
bentuk, penyebab KDRT,
proses penyelesaian
perceraian di PA Palopo,
dan upaya hukum
meminimalisir KDRT pada
kasus perceraian yang
terjadi di PA Palopo,
sedangkan paulis fokus
kepada pertimbangan hakir
untuk memutuskan
perceraian yang diakibatka
KDRT di PA Jember dan
implikasi putusan hakim
pasca perceraian terhadap
kasus KDRTdi Pengadilan
Agama Jembeberdasarkar
KHI.

Novia Trisiana Rai,

APerl i ndung
Terhadap Korbaiindak
Pidana Kekerasan Fisik
Dalam Rumah Tangga
Yang Ditinjau Pasal 10
UU No. 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan

KDRT (Studi Kasus Di
Wilayah Hukum Kota

Yogyakart a)

Komparasi kedua
penelitian yaitu
persamaannya Sam
sama menggunakan
metode penelitian
emgris, dan juga
melakukan
interview/wawancara

Perbedaannya athh
penelitian terdahulu fokus
pada perlindungan hukum
terhadap korban tindak
pidana kekerasan dalam
rumah tangga dan kendala
kendala dalam
perlindungansedangkan
perulis fokuskepada
pertimbamgan hakim untuk
memutuskan perceraian
yang diakibatkatKDRT di
PA Jember damplikasi
putusan hakim pasca
perceraian terhadap kasus
KDRT di Pengadilan
Agama Jembeberdasarkar
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KHI.

Qoidatul Ummah,

APerti mbang

Dalam Memutuskan
Perceraian (Anadis

Putusan Perkara Nomor
1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi

Di Pengadilan Agama
Banyuwangi) Menurut

UndangUndang Nomor 1

Tahun 1974 Dan
Kompilasi Hukum
| sl amo.

Komparasi kedua
penelitian yaitu
persamaannya sama
sama membahas
pertimbangan hakim
dalam memutuskan
perkaa perceraian
dan berdasarkan
Kompilasi Hukum
Islam.

Perbedaannya adalah
penelitian terdahu fokus
pada pertimbangan hakim
terhadap putusan perkara
nomor
1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi
berdasarkan UU no. 1 tahu
1974 dan menggunakan
metode penelitian normatif
seta jenis penelitian
kepustakaan. Sedangkan
perulis lebih fokus pada
pertimbangan hakim unku
memutuskan perkara
perceraian yang diakibatka
KDRT dan bagaimana
implikasi putusan hakim
pasca perceraian terhadap
kasus KDRTdi Pengadilan
Agama Jembeberdasaan
KHI, dan menggunakan
metode penelitian kualitatif
serta jenis penelitian empri

Nurul Auliyana,

AnPerti mbang
Terhadap Putusan Nafkg

Pasca Perceraian
(Analisis Putusan
Ma h k amah
Aceh Nomor
01/Pdt.G/2019/MS
Aceh)o.

Sy

Komparasi kedua
penelitian yaitu
persamaannya sama
sama membahas
dasar pertimbangan
hakim dalam
memutuskan perkara
perceraian dan
metode penelitian
yang digunakan
adalah deskriptif
analisis melalui
pendekatan kualitatif

Perbedaannya adalah
penelitian terdhulu fokus
padadasar pertimbangan
hakim terhadap putusan
nafkah pasca perceraian
dalam perkara nomor
01/Pdt.G/2019/M&Aceh,
dan jenis penelitian yang
digunakan yaitu penelitian
pustaka. Sedangkanmsdis
lebih fokus pada
pertimbangan hakim untuk
memutuskn perkara
perceaian yang diakibatkar
KDRT danimplikasi
putusan hakim pasca
perceraian terhadap kasus
KDRT di Pengadilan
Agama Jembeberdasarkan
KHI.
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B. Kajian Teori
1. Tinjauan Pertimbangan Hakim
a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam kamus besatahasa indonesia pertimbangayaitu
pendapat tentang baik atau buruknya sesuatu untuk mengambil ketetapan
atau keputusanPertimbanganhakim merupakan salah satu aspek
terpenting dalam menentukan terwujudngdai dari suatu putusan
hakim yang megandung keadilan darkepasian hukum serta
mengadung manfaat bagi para pihaehinggadiperlukan penanganan
pertimbangan hakim dengan hati. Jika pertimbangan hakim tidak
tepat, sempurna, dan lengkapaka putusan hakim yang dihasilkdari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalket Pengadilan TinggdP

Pertimbangan hakim adalah tahapan yang ddakwleh majelis
hakim sebelum suatu keputusan dibuat atau diumumkan dalam
persidangan, pada pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan
bermusyawarah, mempertimbangkan dan memutugkputusan mana
yang harus diambil untuk kedua belah pihak yang bkapat®

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar seorang hakim dalam mengambil keputuamgadilan

harus didasarkan pada teori dan dari hasil penelitian yang paling tinggi,

dan seimbang antaraote dan praktek. Salah satu pendekatan terhadap

% Qoidat ul Petimbendgan Hakim Dalam Memutuskaeréeraian (Analisis
Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut
UndangUndang Nomor 1 Tahun 197 Dan Kompi |l asi Hukum | sl amo (S
Jember, 2016) 0 2 5.

% M. Yahya HarahapHukum Acara Perdat@lakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.
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kepastian hukum adalah ketika hakim menjadi aparat penegak hukum
melalui putusannya, yang dapat menjaolak ukur untuk mencapai
kepastian hukumKebebasan hakim juga harus dijelaskan kedudukan
hakim yang tilak berpihak, pada Undardgndang Nomor 48 Tahun 2009
Pasal 5 Aat (1).

Maksud tidak berpihak di sini yaitu tidak membédmadakan dan
mencari siapa yang benar ataupun salah, karbeakim dalam
menjatuhkan putusannya harus profesional serta untuk menegakkan
hukum dan keadilan. Dalam hal ini, bukan berarti tidak adil dalam
penilaian dan pertimbangannya.ebih khususnya, tergat dalam
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Pasalya®(1) yang berbunyi
Pengadilan mengadili menurut kwm tanpa membeedaedakan cang

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan
keadilan secaradil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu
haus memeriksa kebenaran kasyang akan ditangani,kemudian
mengevaluasi kasugrsebut serta mengaitkannya dengan hukum yang
berlaku. Terkait perihal inidiatur dalam Undangndang Nomor 35
Tahun 1999 Pasal 16yAt (1) jo. UndangUndang Nomor 48 dhun
2009 yaitu : Pengadilan tidak dapat menolak untuk menyelidiki dan
mengadili kasusyang diajukan dengan alasan bahwa hukum kurang
jelas ataupun tidak jelas, tetapi wajib untuk menyelidiki dan

memutuskan
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Seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hak
haknya dalam perkara hukum dpandapat para ahli terkenal. Hakim
tidak hanyamengambil keputusan berdasamknilai hukum yag hidup
dalam masyarakat, terkait ah ini terdapat dalam Pasal 28ya# (1)
UndangUndang Nomor0 Tahun 2009 menegaskan bahvakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nifdliai hukum yang hidup dalam
masyarakat Juga diperkuat dengapPasal 62 Aat (1) UndangUndang
Nomor 3 Tahun 2006nenjelaskan bahw@emua penetapan daatusan
pengadilan harus memuat alasan dan dadasanya, serta sumber
sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar atau ppashl
tertentu dari bebenaa peraturan yang bersakgtan Sehingga nantinya
putusan hakim selaras dengan tujuan hukum sebagaimana pendapat
Gustav Radbruch.

Dalam mewujudkan tujuan hukym Gustav Radbruch
berpendapat perldigunakan asas prioritas dari tiga nilai dasargyan
menjadi tujuan hukumtu sendiri Hal ini disebabkan karen dalam
realitasnya, keadilahukum sering berbenturan dendgaamanfaatan dan
kepastian ‘hukum dan begitupwebaliknya. Diantara tiga niladasar
tujuan hukum tersebut, pada saat terfaehturan, maka mesti ada yang
dikorbankar?” Untuk itu, asas prioritas yang digakan oleh Gustav

Radbruch harus sesuautan sebagai berikut:

3" Muhammad ErwinFilsafat Hukum(JakartaRaja Grafindo, 2012 122.
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1) Kepastian hukum
2) Keadilan Hukum
3) Kemanfaatan Hukurif
Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut
diatas, makasistem hukum dapat terhindar d&onflik internal. Bagi
Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berulizdh. Satu waktu
bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum
ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau
kemanfaatanLebih jelasnydujuan hukum sebagaana berikut:
1) Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat
dikatakan sebagdagiandari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk
nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan
hukum terhadap suattindakan tanpa emandang siapa yang
melakukar®
Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan
penlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya
tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan
baku dalam menjalankan pehiu. Dengan demikian, tidak salah
apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah
satu tijuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan

erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan

% Muhammad ErwinFilsafat Hukum(J&arta:Raja Grafindo, 2012 123
%9 Imam Hidayat fiRatio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitasj.. 2 3 .
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sesuai yang bersifat normatif baketentuan maupun keputusan
hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan
yang dalampelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen
serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadkeamdaan yang sifatnya
subjektif dalam kehidupan masykga.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar
yang berhubungan dengan makna kepastianrhukaitu :- Pertama,
bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah
perundangundangan.- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada
fakta, atinya didasarkan pada kenyataaKetiga, bahwa fakta harus
dirumuskan dengan cara yang jelas sgg@menghindari kekeliruan
dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakakeempat,
hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch
terebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum
adalah kepastian tentang hukum itu sendirep&stian hukum
merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang
undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav
Radbruch, hukunpositif yang mengatur kepenting&epentingan
manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati mesknubkam

positif itu kurang adi*’

% |mam Hidayat fiRatio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitasj.. 2 4 .
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2) TeoriKeadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat
yang beadab. Hukum diciptakan agar agarigetindividu anggota
masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan
yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan
kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu
tindakan yag dapat merusak tatanan keadilakaJiindakan yang
diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan
sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk
mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus
ditegakkan. Stiap pelanggaran akan mendapatkanksia sesuai
dengan tingkat pelanggaran itu sendfiri

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah
pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus
konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada
keadilanlah, hukum positif beapgkal. Bersifat konstitutif karena
keadilan harus mmadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan,
sebuah aturan tidak pantas menjadi hukR&im.

Konsep keadan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh
Prastyo tentang keadi |l anernmagabamar t ab a
memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia.

Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah

“1 Imam Hidayat fiRatio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan
CalonTunggal Dalam Pemilu Kepala Daetdbntag Tesis, 2018., 22.
2 |mam Hidayat fiRatio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitasj.. 2 2 .
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tengah pengaruh yangrsgat kuat dari sistemsitem hukum dunia
yang ada saat ini dan dengan sangat keras sel@lahmelakuln
kedalam cara berhukum bangsa Indorie%ia

Teori keadilan bermartabat mencatatatsl sikap dalam
pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan,
bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara
mutlak statute law dan juga tidk mutlak menganut sisteaommon
law, sekalipun banyak yang mendukung pendapatwhakistem
judge made lawitu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim
sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan
bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk
menemukan kaidah dan asssas hukum dalam melalui lapisan
lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori
keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang
berbeda pada lapisdapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik.
Teori keadilan bermartabat menj&ah sedini mungkin konflik
dalam (conflict within the law§*

3) Teori Kemanfaatan Hukum

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat

akibat yang dihasilkan dari eperapannya adalah kebaikan,

kebahagiaan sebedaesarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan

3 Teguh Prasetydeadilan Bermartabat(Bandung:Nusa Media, 201517.
4 Imam Hidayat fiRatio Decidendi Putusan Mahkamah Ktsi.o , 2 2 .
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sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat
akibat yangidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.
Sehingga tidak salah tidak ageara ahli menyatakan bahwa teori
kemanfaatan ini sebagai dasksar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan
evaluasi hukm. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar
besarnya bagi sebagian terbesar ralkyat bagi seluruh rakyat, dan
evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akddabat yang dihasilkan
dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi
hukumadalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan
Negara®

Putusan hakim akamencerminkan kemanfaatan, manakalah
hakim ticak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya
mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada
kemanfaatan bagi kepentingan pif@kak yang berperkara dan
kepentingan masyarakat pada wmmya. Artinya, hakim dalam
menerapkan hukum,endaklah mempertimbangkan hasil akhirnya
nanti, ‘apakah ‘putusan hakim tersebut--membawa manfaat atau

kegunaan bagi semua pitfdk

> |mam Hidayat fiRatio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitasj.. 2 3 .
6 sudikno MertokususmoMengenal Hukum Suatu Pengantdlogyakarta: Liberty,
2005),160.
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Dalam bukunya Illmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan
ketiga nilai dasar tersebulengan landasan kesahan berlakunya.

Ragaan tersebut ialah sebagai berfkut

Nilai Dasar : KesahanBerlaku :
Kepastian ~ Filsafati

Keadilan — HUKUM Sosiologis
Kemanfaatam™ Yuridis

Dari segi metodologijuga hakim pengadilan agama harus
melalui lngkahlangkah berikut ketika mengambil keputusan dalam
kasuskasus yang sedang diperiksa dan menunggu persidangan
sebagaimana berikit

Pertama prumusan masalah atau pokok perkasasunan
masalah atau pokok perkara yang diberikan oleh penggdigeat
disimpulkan ataupunpihak tergugat terkandung dalam pengaduan dan
tanggapan, salinan atau reproduksi terguBairi tehap negoisasi dan
tanggapan ini, hakim yang memeriksa kasus tersebut menjadi yakin akan
peristiwaperistiwa khusus yang disengketakan qdaha pihakPeristiwa
kontroversial  inilah' yang menjadi- pokok perdebatan dalam kasus
tersebut. Rumusan hakim tentang -isum utama dalam proses

pengambilan keputusan adalah kunci dari proses tersebut, jika masalah

7 Satjipto Rahardjoli/mu Hukum(BandungCitra Aditya Bakti, 201p, 19.
8 Qoidau | U mRerttmpangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraiaro , 2 9 .
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utama tidak dirumuskan dengan benar, makeses berikutnya juga ak
salah®®

Kedua gngumpulan data dalam proses pembuktiaetelah
merumuskan pokok persoalan, hakim memutuskan siapa yang
menanggung beban pembuktian awal. Dari alat bukti tersebut, hakim
memperoleh data untuk diolah guna meneamulkfaktafakta yang
dianggap tidak benar. Data tersebut dalaktual dan telah diverifikasi
kebenaranya >

Ketiga analisa data untuk menemukan faktata yang telah
diolah akan menemukan fakta yaagan menemukan fakta yang akan
diproses lebih lanjut setgga mlahirkan suatu keputusan yang akurat dan
benar. Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan,
kejadian, atau kualitas sesuatu yang bémgrar ada. Fakta bisa
berbentuk eksistensuatu benda, atau kejadian yang beoamar wujud
dalam lenyataan, ruang dan waktu

Keempat pnemuan hukum dan penerapannyaetelah
menetapkan fakta yang diyakini kebenarannya, maka selanjutnya hakim
menetapkan hukum dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukumnya
tidak hanya mencari dari segi Undadgdangnya untkk dapat
diterapkan pada peristiwa tertentu saja, namun yang dicari hukumnya
untuk yang dapat diterapkan pada peristiwa tertdoitduk menemukan

hukum atau Undangindang yang berlaku untuk peristiwa tertentu,

““Qoi dat ul Pedimiaaghn Hakim Dalam Memutuskan Perceraiamd, 3 0.
*Qoi dat ul Pedimmaaghn Hakim Dalam Memutuskan Perceraiamd , 3 1.
’Qoi dat ul Pedimiaaghn Hakim Data Memutuskan Perceraian o, 3 2.
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peristiwa tertentu harus diarahkan pada hukoukan hukum yang harus
diterapkan pada peristiwa tertentu.
Kelima pengambilarputusan setelah seorang hakim menemukan

hukum yang sesuai dan menerapkan hukumnya, maka hakim harus

membuat putusan secara tertulis yang disebut dengan sebuah keputusan.

Dengandemikian dasar hakim didalam memberikan keputusan adalah

dengan menemukan fikdan juga menemukan hukum, jadi berdasarkan

penemuan fakta dan penerapan hukum yang sesuai serta berlaku yang

dapat diterapkan pada peristiwa tertetitu.
2. Tinjauan Perceraian
a. Pergertian Perceraian
Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan.
Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal

bercer ai antara Ssuami dan i stri,

yan

imenjat uhkan t ahhakb uantgaaun nseenbuat Yasik s uam

Menurut KUH Perdata Pasal 20@erceraian merupakan pgrapusan
perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam
perkawinanyangberdasekan alasaralasan yang sesudndangUndang.
Sementara pengertiaperceraian tidak dijumpai sama sekali dalam
UndangUndang Perkawinan begitu pula di dalapenjelasan serta

peraturan pelaksananya.

2Qoi dat ul Pedimaagh , H& k8. m, o 3
“Departemen Pendidi kan Nasi on a(Jakarta: KBalaiu s
Pustaka, 2007),844.

Besar
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Beberapa pakar sarjana memberikan definisi mengenai
perceraian, diantaranya:
1) Menurut Subekti, perceraian ialah penghapuserkgwinan dengan
putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawirtan itu
2) Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin,
perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah
perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidedkapat
perglisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri
untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada
perselisihan antara suami dan istri
3) Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu
perkawinan karenaesuatu sebab dengan keputusan hakim atas
tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam
perkawinar®
Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan
dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami
dihadapka sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab
putusnya perkawima Berdasarkan uraian tersebut dapatlah -diperoleh
pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara

suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau legmisa

>* Subekti,PokokPokok Hukum PerdatdJakarta: Intermasa, 1985), 23.

® R. Setojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedifjukum Orang Dan Keluarga
(Bandung: Alumni, 186), 109

6 p.N.H.Simanjuntak, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia(Jakarta: Pustaka
Djambatan, 2007), 53
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b. Bentuk Bentuk Perceraian
Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya di atur di dalam
Undangundang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Pasal 38 sampai
dengan Pasal 41. Di dalam Pasal 38 Unddndang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan yang berbunii:Per k awi nan dapat
karensk e mat i an, perceraian,>dan atas put
Bentuk ataujenis perceraian di Indonesia ditinjau dari sega
cara dan beracara di Pengadilan Agayaag telah diatur dPeraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaddpedakan menjadi 2 bagian
yaitu perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perc&raian:
1) Cerai berdasarkan Talak
Perceraiarberdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal
117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskaathwa talak
adalah ikrar sami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang
menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan
Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan siding
Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya
perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.
Perceaian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian,

yaitu talak im®Ajo6i dan talak bab

" Setneg RI, UU No. 1 Tahun 197@ntang Perkawinan, pa<s8.

*8 M. Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7
tahun 1989 (Jakarta: PT. Garuddetropolitan Press, 199233

%9 Zahry Hamid PokokPokok Hukum R&awinan Islam Dan Undantyndang Perkawinan
Di Indonesia(Yogyakarta: Bia Cipta, 1979)46.

€0 Zahry Hamid Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undadgdang Perkawinan
Di Indonesia 55.
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a) Talak r aj @nerypakan suatu talak yang mempunyai
kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami
dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebaga@ma
yang tercantum dalam Ajuan surat ABaqgarah ayat 22€an
Pasal 118 Kompilasi Hukum Isla?hP a d a t aithi se@rang a j i 0
suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak
tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka
pihak suamtidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.
b) Talak bad i ha | a kn cdhdefung mengadopsi sebagian dari
konsep fasakh nikaliPada talak ini pihak pria tidak mempunyai
kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak,
sebagaimana ketentuan talalbban yang t eradopsi d e
hukum islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam
di bedakan menjada, TdhakThhaki Ba8iurc
(1) Tal ak B a fyaitn tal&wyand meaghilangkan haék
rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak merghgkan hak
nikah baru kepada bekas istrinya. Singkatnya talak bain
shugra adalah talak yang dijatuhkan suaminya padgasg
belum terjadi setubuh, dan Khifitiketentuan tentang talak

baik sughra yaitu pasal 119 KHI.

61 Artinya Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yarkg (828 AtBaqarah:229)DanPasal 118 Talak
raj i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri damdaa.
2 Hukum talak bén shugra adalah: 1. hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri; 2. hilangnya
hak untuk melakukamubungan intim; 3. masirgasing tidak dapat saling mewarisi manakala
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Pasal 1191) Tal a k b a 6 ilah talaklyangtidak a d a
boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas
suaminya meskipun dalammasa idah (2) Talak bain

sughra sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah: a. Talak
yang terjadi qobla dukhul. b. Talak dengan tebusan atau
dengan khulu. c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama.

(29Tal ak B a oHukum télakbbaim kubra samaengan
tal ak badin sughr a, yai tu me mi
perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak bain kubra
tidak menghalalkan bekas suami merujuk mansserinya,
kecuali sesudah ia menikah dengan-laki lain dan telah
bercerai sesudah dikumimnya, tanpa ada niat tahlil
Ketentuan jJjuga definisi Tal ak B
dalam pasal 120Kompilasi Hukum Islambagi yang belum
hamil dan 121 bagi y&y sudah hamil.
Pasal 120 Talak bain kubra adalah talak yang
terjadi untuk ketiga kalinya. Tak jenis ini tidak
dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan
kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan
setelah bekas istri menikah dengan orang ¢kin
kemudiant er j adi perceraian badda
masa iddahnya
Pasal 121Talak sunny dalah talak yang dibolehkan

yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang
suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

salah satunya meninggal dunia; 4. bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggaiadi ru
suaminya dengan berpisah tepat tidur dan mendapatkan nafkah.



39

2) Cerai Berdasarkan Gugat
Menurut pendapatk. Wantjik Salelh gugatan perceraian
adalah perceraiakarenaada suatu gugatan lebih dahulu dari salah
satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan
Pengadilaif® Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut
dengan i st indherasal kdrikdtkhaiu,alsapla artinya
melepas pakaian, karena wanita adalah pakaianldkikidan
sebaliknya lakiaki adalah pelindung wanif&
Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan
Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, §aitu:
a) Fasakh,atau batal yaitu rusaknysuatuhukum yang ditetapkan
terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak menteruim
syara. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga
perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agaaai. secara
umum, batalnyap er Kk awi nan yaitu Arusak a
perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah
satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh
agamao. Pi'sahnya 'suami i-ganer i aki
yang diakibatkan oleh talakkarena hahal yang datang

belakangan maupun karena adanya syayatat yag tidak

83K, Wantjik Saleh Hukum Perkawinaindonesia(Jakarta: Ghalia indonesia0.

84 K. Wantjik Saleh Hukum Perkawinan Indonesid1.

% sayyid Sabig, Figih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, (Jakarta:
Pena Publishing, 2011), 38.
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terpenuhi, maka wajimengakhiri ikatan pernikahan seketika itu
juga®®
b) Syigaq menurut bahasa berarti perselisihan atau redgigaq
merupakan perselisihan antara sudsteri yang diselesaikan
oleh dua orang hakim yaiseorang hakim dari pihak suami dan
seoranghakim dari pihak isteri. Diman kedua hakim tersebut
bertugas untuk mendamaikanrfya
c) K h u lsecéra umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah
harta sebaga i w a d Hdibeyikeam aleh isteri kepada suaminya
untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.
Perceraian antara suami dan i steri
meruiju isterinya pada masa idd&h
c. Alasan Perceraian
Berdasarkan UU Perkawinan N& Tahun 1974, alasalasan yang
diizinkan oleh suami atau istri mengajukan syarat perceraian ke
Pengadilan adalah sebagai berikut :
1) Salah satwpihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau
menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, ahlaimnya

yang sukar untuk disembuhkan.

% satria Effendi M Zein, Problematika Hukum Katga Islam Kontemporer, @fcana,
Jakarta, 2004), 34

7 sayyid Sabig, Figih Sunnai2.

% sayyid Sabiq, Figih Sunna#s.
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2) Salah satu pihak (suami atau istri) Salah satu pihak pihak lain selama
2 tahun berturuturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3) Salah satu pihak (suami ataurils mendapat hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan
berlangsung.

4) Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kekejaman atau berat
yang membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat atayabé akibat
tidak dapat menjahkan kewajibannya sebagai suami/isteri.

6) Antara suami dan terumenerus terjadi terus menerus dan tidak
terikat lagi dan tidak ada harapan hidup akan hidup dalam rumah
tangga.

7) Suami melanggar shigat takliklak.

8) Peralihan gama atau murtad yangemyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tang@a

d. ProseduiPerceraian
Perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan
kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat diakéan

Pengadilan Agama sedangkanukniyang beragama lain ke Pengadilan

Negeri. Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal-128 memuat

tentang tata cara dan pelaksanaan jika suami ingin bercerai, yaitu :

%9 Setneg RIUU No. 1tahun 1974 tentang Perkawinan.
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1) Seorang suami akan mengajukan talak kepada istringagajukan
baik lisan maupun tertulikepada Pengadilan Agama di wilayah
tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta diadakan sidang.

2) Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan
tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat dikambanding
atau kasasi.

3) Pengadilan Agma yang bersangkutan mempelajari permohonan
dalam waktu selambdmbatnya tiga puluh hari memanggil
pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu
yang berhubungan dengan maksud menjatuhkak.tal

3. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT)
a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang
terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada
istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk
menanggulangi kekeras dalam rumah tangga dibuatlah Undang
undang KDRT yangnenjamin keamanan dan keadilan orangng

yang berumah tangda.

% Setneg RI, pres No. tahun 1991Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 12831
"I Mustofa HasapPengantar Hukum Keluarg®63.
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b. Faktorfaktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribkaan Istiadah
mengenai faktofaktor yang dapat mempengaruhKDRT dapat
diringkaskan sebagai berik{it.

1) Terdapathubungan ke kekuasaan yang tidak seimbantara
suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada
istri telah terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur
serta stuktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh
karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleyp yan
memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa
dan akhirnya bersikap sewenamgnang terhadap istrinya. Jika
sudah demikian halay maka ketimpangan hubungan kekuasaan
antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras
dalamrumah tanggd®

2) Ketergantungan ekonomi, istsecara sadar bergantudglam hal
ekonomi kepada suansehinggamemaksa istri untuk menuruti
semuakeinginan suami meskipun ia merasa demta. Bahkan,
sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan
untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi

kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan aaa&knya. Hal ini

2Soemiyatifi Se ki | as Tent (hybaty: Pagyakaedr 18.0 an o ,
BSoemiyatifi Seki | as Tent (aybayty: Pogyakaedr 18i an o,
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dimanfaatkan oleh sumi untuk bertindak sewenamgenang
kepada istrinyd*

3) Kekerasan sebagai alantuk menyelesaikan konflik, Faktor ini
merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam
rumah tangga. Biasanya kekerasan ini di lakukan sebagai
pelampiasan dari ketergijgungan, ataupun kekecewaan karena
tidak dipenuhinya keinginan, kemudian akukan tindakan
kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan
tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa
jika perempuan rewel maka harus @rlpkukan secara keras agar
ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktiBahwa suami
sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan
problem rumah tangganya.

4) FaktorPersaingan, jika dimuka telah di terangkan mengenai faktor
yang disebutkarpertana kekerasan dalam rumah tangga adalah
ketimpangan hubungan kekuasaan antara suamisttarMaka di
sisi lain, perimngan antara suami dan istri, baik dalam hal
pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik 'yang mereka
alami sejak masih kuliah, dingkungan kerja, dan lingkungan
masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan
persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau

“Soemiyatifi Se ki | as Tent (hybeyty: Pagyakaedr 1&i an o,
Soemiyatifi Seki | as Tent (aybegty: Pagyakaedr @i an o,
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kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak urtarbelakang dan
dikekang’®

5) Frustasi, terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap
istrinya karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang
semestinya menjadi tanggung mwya. Hal ini lasa terjadi pada
pasangan yanQ

a) Belum siap kawin.

b) Suami belum memiliki pekgaan dan penghasilan tetap yang
mencukupi kebutuhan rumah tangga.

c) Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih
menumpang pada orang tua atau mertua.

d) Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada
mabukmabukan dan perlatan negatif lain yang berujung pada
pelampiasan erhadap istrinya dengan memarahinya,
memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang
semacamnya.

e) Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum
pembicaraan tentang proses hukum  dalam kasus - kekeras
dalam rumah tangga tidak terlepas dari pe&aaian hak dan
kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan
korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan

kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini

®Soemiyatifi Se ki | as Tent (aybayty: Pogyakaedr 20.i an o ,
"Soemiyatifi Se ki | as Tent (aybayty: Pogyakaedr 25i an o,
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juga terliha dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai
hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya
sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang
pengadilan, sangat minim kesempatan istri  untuk
mengungkapkan kekerasan yang ia al&mi.
c. Jenis/macarmacam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tindak
kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di bedakan ke dalam
empat macan®
1) Kekerasan Fisik yaitu perbuatan yang mengatkién rasa sakit,
jatuh saki atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam
golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi,
menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan
rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagaBigaanya
perlakuan ini akamampak seperti bildoilur, muka lebam, gigi
patah atau bekas luka lainnya.

2) Kekerasan psikologis/lemosional vyaitu  perbuatan  yang
menyebabkan - penderitaan - secara - psikis yaitu - tindakan
pengendalian, manipulasi, eksploitasi, keseangan, perendahan

dan penghiaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi

8 SoemiyatifiSekilas Tentang Percedraa n(lyherty: Yogyakartd, 34.
9 sutrisminah, Emi., fiDampak kekerasan pada istri dalam rumah tanggrhadap
kesehatan reprodukeilajalah limiah Sultan Agung2022, 50.127: 234.
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sosial tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina,
penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekoffomis.

3) Kekerasan seksual baik ringan maupun serius yang meliputi
pemaksaan hubungaeksual, pelecehan seksual, tindakan seksual
dengan kekerasan fisik, pelecehan seksual secara verbal dan non
verbal.

4) Kekerasan ekonomi yaitu kekerasan yang mengakibatkan
terlantarnya anggota keluarga dengan cara melakukan-upaya
sengaja yang menjadikakorban tergantung atau tidak berdaya
secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya memaksa
korban bekeg dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran,
melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil
tanpa sepengetahuan dan tanpagtejuan korban, merampas dan
ataumemanipulasi harta benda kortfan

d. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada banyak bentukK DRT wanita ataupun pria yang menjadi
korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari segtuk dapat dibagi
menjadi dua bentuk :

1) Kekerasan psikologis/psikisapg dapat berupa kekerasan yang
mengarah pada perasaan, sehingga mengakibatkan depresi, stres,

dan penyakit jantung.

8 sutrisminah, Emj fiDampak kekerasan pada istalam rumah tanggtehadap
kesehatan reproduksi, 2 6 .

81 sutrisminah, Emj iDampak kekerasan pada istri dalam rumah tangthadap
kesehatan reproduksi, 3 0 .

82 Mustofa HasapPengantar Hukum Keluarg®63364.
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2) Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang dirasakan langsung
oleh fisik, misalnya pemukulan ataupun pemisan.
4. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan kaidekidah hukum
islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan
berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan
dalam peraturan pendangundangarf® Perceraian jika ditinjau dari KHI
berdasarkan Pasal 114 apabila putusnya sebuah perkawinan yang
disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan
gugatan perceraian. Serta perceraian dapat terjadi karena alasaalatari
satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain, serta antara suami istri terus menerus
terjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang tertdptam Pasal 116.

Sedangkan perceraian dalam-qdAu r 6 a n samguuha@aamya
mengatuitentangaturanaturan ibadah termasuk sholat, zakat, dan puasa, di
dalam Algur 6 an juga diatur tentang hukum
tangga. Termasuk di antaranya bok tentang pernikean dan bahkan
perceraian. Sebenarnya islam tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi
ALLAH SWT tidak menyukai adanya sebuah perceraian di dalam rumah

tangga Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk

8 Ali Masykuri Haidar,i Sel ayang Pandang GambiXompitasiDan Car a
Huk um |(PodtiEnakp2018),-3.



49

mencari jalarkeluar lain. Pereraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling
terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Dalam surat AlBagarah ayat 227 yang berarti, Dan jika mereka
berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha
Mendengar, MahdengetahuiAyat tentang hukunperceraian ini berlanjut
pada surat ABagarah ayat ayat 228 hingga ayat 232. Selain pada surat Al
Bagarah, aturan tentang berumah tangga juga diatur Islam dalam surat Ath
Thalaq ayat 47. Termasuk juga dibahas tentang kewajiban suainadap
istri, hingga aturan dalam Islam ketika seorang istri berada dalam masa
iddah.

Masa iddah sendiri yakni masa menunggu, yakni di mana setelah
seorang perempuan ditinggal suaminya. Berbeda dengan seoralakilaki
seorang perempuan yang bercerai damnguaminya memki masa iddah, di
mana selama waktu tersebut belum selesai ia tidak diperbolehkan menikah.
Meskipun seorang laltaki tidak dibenarkan mengutarakan keinginannya
untuk menikah dengan perempuan yang masih berada di dalam masa

iddah®

# AHukum Per c eut dslam ndan Makduarl i | nya, 0 Agustus 25

https://www.popmama.com/life/relatiomip/annas/hukurperceraiarmenurutislam/s
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, yaitu
penelitian dengan cara mengamati, berinteraksi, dan mencoba memahami
situasi di lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah umh@mnperoleh data
tentang peristiwa atau perilaku maiaudi lingkungari®> Penelitian kualitatif
disajikan secara deskriptif dengan mengumpulkan data berupa teks ataupun
penjelasan tentang apa yang terjadi.

Jenis penelitianyang digunakan oleh palis adalahjenis penelitian
empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lap&htgitah lain untuk
penelitian empiris ini ialah penelitian sosiologis. Hal ini karena didasarkan
pada data primer atau data yang diperagetara langsung melaliawancara
dan dokumentasidengan objek yang di min&fi.Pendekatan pada penelitian
hukum sangatlah penting bagi pdis, adapun beberapa macam pendekatan
yaitu pendekatan kasus, undamglang, konseptual, komparatifilosofi,
historis, dan analis®®

Penelitian lapargn inidirancang untuk  menganaligeertimbangan
hakim pada kasuskekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan

perceraianberdasarkan kompilasi hukum islamlengan menguopulkan ded

®Aj at R Rpendekamn Penelitian Kualitafif, ( Yogyakarta: DEEPUBLI S|
8 Sugiyono Metode Penelitian KualitatifiBandung: Alvabeta CV, 2018), 3.
%Jonaedi Ef endi ,MetaH® Renelign Hukimr NMommiatih dan Bmpiris,
(Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.
8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukup{Mataram: Mataram University Press, 2020}, 56
58.

5C
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melalui dokumentasi dan wawancara dengan 3 hakiPengadilan Agama
Jemler.
. Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pk® ini di Pengadilan
Agama Jember, yang bersifat lapangan (field researchili®ememilih lokasi
tersebut di karenakan telatartyak faktor yang terjadi, penyebab maraknya
peningkatan kasuperceraiansalah satunya yang diakibatkan kasus KOIRT
Jember tahun 2021. Demikian p#is ingin meneliti serta tertarik untuk
mengangkat juduli A n a IPersmbangan HakimPada KasusKekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan PerceraiagaBarkan
KompilasiHu kum | sl am ( St udi Kasus. Di Pengadi
. Subyek Penelitian
Penelitian inimenyediakarsumber data yang optimal tentang apa dan
siapa yangakan digunakan sebagai sumber informan ataupun nara sumber
dalam perolehan data uktualidasi penelitian yang optimal. Untuk itu, péis
membagi sumber data menjadi dua bagian yaitu data primer dasedainder:
1. Data Primer
Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui interaksi

langsung dengan pengumpul datgeperti wawanaa, sumber data utama

dari survei ini adalah wawancara dengan pipdiak tertentu yang terlibat

langsung dengan penelitiaseperti seorang hakim yaitu sebanyak 3 orang

hakim Pengadilan Agama Jember, serta dari kasus Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) yag mengakibatkan perceraian dan beberapa dokumentasi
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saat pengambilan data dan wawaacdengan 3 hakim Pengadilan Agama
Jember Informan pertama bapak Drs. H. Karmin, M.H selaku wakil
ketua/hakim Pengadilan Agama Jember, kedua bapak Drs. H. Khoirul
Muhtarom, S.H.,M.H dan ibu Dra. Nur Sholehah, M.H selaku Hakim
Pengadilan Agama Jember.
2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui
keputusan hakim,dokumen yang dapat dipublikasikan, dan sumber
pendukung dari buku, artikel, jurnal,krgosi, tesis, undangundang
perkawinan serta Komp#a Hukum Islam yang berkaitan dengan
pembahasan yang bersifat menunjang sumber data primer ataupun yang
berhubungan ehgan figh munakahat serta majalah ataupun Heeitita
yang berhubungan dengan ksaskekerasan Dalam Rumah Tangga yang
mengakibatkan perceraian berdasarkampilasihukum islam

D. Teknik Pengumpulan Data
1. Interview

Kegiatan wawancara yang terjadi antara dua belah pihak yaitu
pewawancara dengan narasumbmelalui interaksi dengan orang yan
diteliti dan yang paling penting dalam pengumpulan data ini dapat
menghasilkan data yang lebih terperjr¢ngan proses mencamformasi
melalui tanya jawab antagenulisdan narasumber yang berkaitan dengan

studi kasus yang ingin dan akan diteliti
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Wawancara yang dilakukan oleherplis yaitu menggunakan
wawancara terstruktur yang mapanulismengajukan beberapa pertanyaan
yang berkaitan dengan fokus penelitian, dengan cara menggunakan
pedoman wawancara yang telah dibuat sebagai alat wawancaradagar ti
melebar pembahasannya, akan tetapi saat wawancara berlangsung sama
sekali tidak dibatasi dengan pedoman.

Informasi yang ingirpenulisdapat, yaitu berkaitan tentang analisis
pertimbangan hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang
mengakibatkamperceraian berdasarkan kompilasi hukum islam studi kasus
di Pengadilan Agama, serta wawancara dengan ek tertentu yang
teribat langsung dengan penelitian sepseorang hakim yaitu sebanyak 3
orang hakimPengadilan Agama Jember, informan pertadeagan bapak
Karmin, kedua bapak Khoirul, dan ketiga ibu Nur. Informasi yang ingin
diketahui dari informan yaitubagaimana pertindngan hakim untuk
memutuskan perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama
Jember, dan bagaimamaplikasi putusan hakn pasca perceraian terhadap
kasus KDRTdi Pengadilan Agama Jember berdasarkan Kompilasi Hukum
Islam.

. Dokumentasi

Dokumentasiyaitu proses pengumpulan data atau bukti dari suatu
masalah dengan mempelajari dan menelusuri dokidtokumen tentang
berkas putusa perkara perceraian yang diakibatkan KDRT, ssuaht

gugatannya, data penelitian terdahulu (skripsi/jurnal) dan sebagainyai, hal



54

untuk menyampaikan dan memvalidasi dokurdengan bukti yang akurat
dari berbagasumber. Dokumentasi yang dimaksud atladlokumen tentang
kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ada di Pengadilan
Agama Jember tahun 2021.
E. Analisis Data
Selanptnya tahap penelitian tentang analisis data yaisgs pencarian
serta penyuntingan data secara sistematis dari wawanctagnckpangan,
serta dokumen. Dan mengklasifikaikan data, menggambarkan unit,
mensintesiskannya, mengelompokkannya kedalam, poémilih yang lebih
penting, dan memilih kesimpulan mana yang dapat dipelajari dengan mudah
serta memahami untuk diri sendiardorang lain tentunyadapun penelitian
ini, menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldana untuk menganalisis
data sebagaidrikut:
1. Kondensasi Data
Kondensasi data ini akan lebih mengacu tehadap proses memilih,
pemekatan, penyederhanaan, pengabstiaksian pengubahan data yang
terkandung dalam catatan lapangan, transkip wawancara, dokumen, serta
hasil empiris lainnya. Jadi kondensasi data ini yd#tiam penyederhanaan
data lebih menyesuaikan semua data yang udah terkumpul tanpa
mengurutkan ataupun engurangi dataDi dalam penelitian ini akan
dilakukan kondensasi data yaitu dengan menyederhanakandéngan

membuatekamndari hasil wawancara.
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2. Penyajian Data
Penyajian data ini merupakan standarisasi informasi yang
memungkinkan untuk manarik kesiolpn dari data yang ada. Penyajian
ini akan membantu memahami apa yang sedang teDadidituangkan di
dalam hasil penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan Data
Penarikan data yaitu proses menyimpulkan data yang sesuai
dengan masalah yang diformalkan. Secara mmuapat menarik
kesimpulan tentang data yang telah dijelaskan. Setelah selesai
disimpulkan, analisis data kembali ke awal samgemua data menjadi
kompleks®®
Proses penarikan data merupakan bagian terpenting dari penelitian
ini karera merupakan kesimpuladari penelitian. Peedur dimaksudkan
dan berusaha dianalisis untuk menarik kesimpulan ini pentingnya data
yang ada untuk ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.
F. Keabsahan Data
Berdasarkan metode penelitian talagalsahan datgaitu triangulasi
yang berartisebagai pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, serta
sebagai pemerdaandata dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda

dan pada waktu yang berbedaSementaraitu, penulis juga menggunakan

8 Matthew B,Miles,A. Michcal Huberman,Johnny SaldafaQu al i t at i f Dat a
Methods Sowr e b o (Chlifornia : SAGE Publications,2014), 31.

Anal
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triangulasi sumbedan triangulasi teknikebagai pnguji keabsahanata yang
diperoleh.

Triangulasi sumber yaitdata yang diperoleh Iéh akurat karena
kemudian dibandingkan satwWlengan yang lainnyasertamerta untuk
mendgatkan kevalidan data dan meminimalisir resiko kekeliruan, sehingga
data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebaik mun§kidangkan
triangulasi teknik vyaitu pengumpulan data yang berbettada untuk
mendapatkan data dari sumber data yang Sama

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini memaparka@ntang urutan penelitian yang
penulis lakukan dimulai dari pendahuluan, pengembangan materi, penelitian
sebenarnya, sampai dengpenulisan lapora®™ Dengan demikiandalam
tahapan ini yaitu terdapat
1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan mencakup senpgaisiapan yang dilakukan
sebelumdimulainya aktivitaspenelitian.Aktivitas yangmenyusun rencana
penelitian sebagaimana rancangan penelitian, kemudian mengumpulkan
beberapa permasalahan yang dapat diarggtzdgai judul penelitian sampai
dengan pengajuan judul, pembuatan matrik serta dikonsultasikan kepada
dosen pembimbing, daeampaipenyusunan proposaenelitian hingga

diseminarkan.

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatdan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2017) 24242.
1 Tim PenyusunPedoman Penulisan Karya lImia8.
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Tahap kerja lapangan adalah tahap dimperauis terjun langsung
ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mencatat data diaagilkan
melalui teknikwawancara, dan dokum@si.
3. Tahap Analisis dan Penulisan Laporan
Pada tahamnalisis dan pelaporapenulis menganalisis hasil data
yang diperolen danmemverifikasi keabsahan atau keakuratan hasil
penelitian. Bnulis kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan

penelitiandan menarik kesimpulan dari datéata yang sudah terkumpul



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

PengadilarAgama Jember adalah Pengadilan Agama Kelas IA yang
berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang di buat &
berdiri secara éembagaan bersamaan dengberdirinya Pengadilan
Agama lain menurut Pengadilan AgaanJember berdiri lebih kurang
tanggal 1 Januari tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinateksse
Karesidenan Besuki menggunakan tempat kerja pertama di Masjid Jamek
(lama) Baitul Amin Jember di bawah pimpinan KH. Mursyid, menginjak
tahun 1974 di bawah emimpinan Drs. Moh. Ersyad KamtPengadilan
Agama pindah ke Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan
Sumbersari Kota Jember, dengan menggunakan gedung sendiri dengan luas
tanah hanya 1.175 m2 tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.
Terhitung daritanggal 1 Januari tahun 2015 Badilan Agama Jember
pindah menempati gedung baru hingga kini yang berlokasi di Jalan
cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten
Jember?

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Jember
Kabumten Jember tltak dalam kawasasgapal kuda Jawa Timur

dengan letak georafisnya berada di bagian timur provinsi Jawa Timur.

2 APA Je rBhjaah, Rengadilan Agama ndger, accessed Juni 20, 2022,
https://new.pgember.go.id/pages/sejarglengadilaragamajember
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Berbatasan ehgan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di
sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten
Banyuwangi disebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah selatan.
Sedangkan |l okasinya memiliki Kamor di nat
6A3306 60 sampai 7A146 330 BT. Kabupat e
3.293,34 kilometer persegi. Secara administratif, \aifal{abupaten Jember
terdiri dari 31 Kecamatan.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember
a. Tugas Pokok
Tugas pokok Regadilan Agama diatur dalam ketentuan Pasal 2
jo. Pasal 49 Undangndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
ke 2 atas UU No. 7 Tahua989 tentang Peradilan Agama yaitu
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pefparigara tertentu antar
pemeluk agama lBsm di bidang : (1)Perkawinan, (2)Waris, (3)Wasiat,
(5)Hibah, (5)Wakaf, (6)Zakat, (7)Infaq, (8)Shadagah, (9)Ekonomi
syari 6ah.
b. Fungsi Pegadilan
Selain tugas pokok, Pengadilan Agama Jember mempunyai
beberapa fungsi, sebagai berikut : Pertama Fungsi mengadili, yaitu
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan peplakara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama
(Pasal 49 UU No 50 Tahun 200%ugsi kedua dalam Pengadilan

yakni Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,
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dan petunjuk kepada manajer struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik di bidang teknis peradilan, administrasi pearadil
ataupun administrasi perlengkapan/umum, keuangan, kepegawaan
pembangunan. (Pasal 53 ayat (1, 2, 4 & 5) UU No. 50 Tahun 2009 jo.
KMA No. KMA/080/VI11/2006).

Fungsi yang ketiga dari Pengadilan adalah Fungsi Pengawasan,
yakni mengadakan pengawasamlekat atas pelaksanaan tugas dan
perilaku hakim, panitera, keetaris, panitera pengganti, serta
jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1, 2, 4
& 5) UU No. 50 Tahun @09) dan terhadap pelaksanaan administrasi
umum  kesekretariata serta  pembangunan. (KMA  No.
KMA/080/V111/2006).

Fungsi yang ke empat yaitu Fungsi Penasehat untuk
memberikan pertimbangan dan nasehat perihal hukum islam kepada
instansi pemerintah di wilayalukum mereka, atas dasar permintaan.
(Pasal 52 Ayat (1) UU No50 Tahun 2009). Sedagkan fungsi yang
terahir 'Pengadilan ialah Fungsi® administrasi yaitu- melaksanakan
administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(ketenagakerjaan, kangan serta umum/perlengakapaiKMA No.
KMA/080/ V111/2006).

Terdapat 2 fungsi lain yaitu, yang pertaiangkoordinasikan

pelaksanaan tugas perhitungan & rukyat dengan instansi lain yang
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berwenang, seperti Depag, MUI, Ormas Islam danl&m(Paal 52 A

UU No. 50 Tahun 2009). Dan yang ked&zlayanan Penyuluhan
Hukum, pelayanan riset/penelitian, dan Ham serta memberikan
akses selualsiasnya kepada publik di era keterbukaan dan transparansi
informasi peradilan, sejauh mungkin hal ini diatur dengepukusan
ketua Mahkamah Agung RI Nomor :184/KMA/SK/1/2011 tentang
pedoman pelayanan informasi di Pengadilan menggantikan keputusan
ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang
keterbukaan informasi di Pengadif&n.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

STRUKRTUR ORETSAS] PEIGADILAY AR JETHBER
I ]

Sumber Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

 APA Jember, 0 Tugas dan Fun dtps/inewmccessed
jember.go.id/halaman/detail/tugdanfungsi

“APA Jember, 0 Struktur Organisasi Pengadil an
https://new.pgember.go.id/halaman/detail/strukiarganisasi
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B. Penyajian Data dan Analisis
Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai penyajian data dan analisis
data tentang grtimbangan hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga
berdasarkan kompilasi hukum islanudit kasus di pengadilan agama jember.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 sampai tanggal 12 juli

2022, penelitian dilakukan di kantd?tengadilanAgama Jember. Informan

penelitian ini terdapat tighakim Pengadilan Agama Jember, penelitiain

dilakukan dengan menggunakan nigtavawancara (interview).

1. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang
diakibatkan kekerasan dalam rumah tang@g (KDRT) di Pengadilan
Agama Jember
a. Pertimbangan Fakta

Kesaksian para saksi saat di jpdmegan dan buktiatau
berdasarkan faktanymng sering digunakan untuk memperkuat gugatan
perceraian Penjelasan dari bapak Drs. H. Karmin, M.H selaku Wakil
Ketua/Hakm Pengadilan Agama Jemberseorang saksi Eag
menggunakan pasal 1{& dan(f) dalam KHI, menyatakan bahwa :

fAlat bukti yang sering digunakan-oleh para pihak, yang paling

banyak vyaitu penganiayaan yang menyebabkan terjadinya
pertengkaran terusieneruskarena telah dianiaya maka sudah
tidak rukun lagi dan baik pertengkaran fisik maupun pertegkaran
diam-diaman seara teruameneruso®

Bapak Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H.,M.H. selaku Hakim

Pengadilan Agama Jembg@urga menjelaskan pasal 1{@ dan(f) KHI,

% Karmin, diwawancarai oleRenulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.
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tetapi memakai dasar PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.
1 tahun 1974 wang perkawinan pasal {8). menyatakan bahwa :

AnTer kai t saksi, ada yang ber dasa
aturan atau hukum. Fakta berdasarkan proses kejadian
pertengkaran, kemudian dari fakta ditarik kepada hukum. Jika
berdasarkan fakta, berarti telah melakukan pelanggaran hukum

yang terdapat pada pasal yang berkaitan. Makanya dalam gugatan
terdapat atas dasar gugatan tersebut yaitu sesuai dengan pasal
berapa pelarggrannya, jadi perbuatan tergugat yang telah
melakukan ini melanggar pasal 19 hurud) tentang
penganiayaan. Disaat fokus pemeriksaan akan dibuktikan dengan

huruf (d), bahwasanya benar gak sih tergugat ini melakukan
penganiayaan berdasarkan pasal 19 hquuf Jadi, tidak bisa

hanya ceritanya saja tetapi harus melihat peristiwa
penganiayaannya secara | angsung. 0

Hal ini disampaikan kembali oleh pernyataan lbu Dra. Nur
Sholehah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, menyatakan

bahwa :

nJi ka b etardyisaks,rpastingaeakan membahas bukti,
yang mana bisa ddbut dengan pertimbangan fakta. Dalam kasus
yang saya pernah tangani, terdapat sebuah pertengkargn yan
disertai KDRT, telah terbuktdlan pada pokolperkaraya juga
mengakui adanya perselisihaandpertengkaran, saksi juga telah
membuktikan bahwsanya saat kejadian saksi melihat langsung
didepan rumahnya. Jadi pertimbangan fakta ini, yang sering
terjadi dan digunakan. yaitu, dilihat terlebih dahulu surat
gugatannya, setelah ikesaksian dari sakserta buktibukti yang
kuat, baru bisa dipertimbgkan apakah selaras atau tidak, dan
masih bisa ‘diharapkan kembali atau tidak rumah tangganya.
Pertimbangan fakta pada kasus KDRT lebih terfokuskan
pembuktan dalam pasal 19 huryél) dan (f) PP No. 9 thun
1975 %6

Hasil dari wawancara tersebut dapeirdpulkan, pernyataan dari

tiga hakim tidak jauh berbeda, karena terkait dengan salksi

% Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleRenlis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni
2022.

9" Nur Sholehah, diwawancarai ol@enulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022
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pembuktian itu selarayang sering dipakaligunakan itu atas dasar PP
No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Ubdl N tahun 1974 teang
perkawinan pasal 1@) dan (f) sama halnya yang ridapat dalam KHI
pasal 116 (d) dan (f). Disaat saksi membuktikan adanya sebuah
pertengkaran, penganiayaan, g@iau kekerasan, saksi harus bebanar
melihat secara langsgrsaat tgadinya KDRT dan bersaksi jujur dalam
persidangan

Penjelasan bukti dasaksisakshya dalam pengungkapan fakta
sangat penting dipersidangaPenulis juga menggunakan data putusan
seba@i contohdan memperkuat data penelitiaari putusanPengadilan
Agama Jember dengamomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jyang
mana telah menjatuhkan putusan certalak dengan duduk perkara
KDRT dan sering terjadi perselisihan dan pertengkatalam rumah
tangga pemohon dengan termohon, pertengkaran mana kadang kala
diiringi dengan kekerasan yang melukai termohon yang mengakibatkan
pemohon meninggalkan kediaman d@ma selama 5 bulanSelama
berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak ada lagi hubungan
suami istri meskipun terkadang masih berkomunikasi namun tidakibera
untuk mendamaikan hubungan rumah tangga seperti sefattalibatan
orang tua baik pentmn dan termohon tidak menjadikan keadaan
semakin membaik, sebaliknya mereka juga berkesimpulan tidak ada

harapan bagi pemohon dan termohon hidup sebagai suankeistiali,
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dan selama pemohon meninggalkan tempat kediamannya masih pernah
memberikan nafkabntuk anaknya

Dari pertimbanganfakta terdapat2 saksidari pihak pemohon
yaitu ayah dan ibu kandung pemohon, serta 3 saksi dari pématohon
yaitu ayah, ibukandung termohon, dan ketua RTndlkapan saksi
pertama dari pihak pemohomenyatakan bahwaemohon tidakserumah
lagi dengan termohon karena adanya pertengkaran dan pemohon dipukul
helm oleh termohon. Dan dari saksi kequga menyatakan hal yang
serupa, bBhwa penyebab terjadiny@ertengkaran antara pemohon
termohon yaitu masalah tuntutan ekonomi dari termohon yang lebih
besar dari kemampuan pemohon.

Sedangkan 3 saksi dari pihak termolyaitu ayah, ibu kandung
termohon, dan ketua RT. Ungkapan dari sakgitapea yaitu ayah
kandung termohon menyatakan bahwanpbon dan termohon tidak
tinggal serumah lagi karena pertengkaran disertai KDEFfmohon
dipukul helm oleh pmohon. Dari saksi kedua vyaitu ibu kandung
termohon menyatakamal yang serupa yang telah digkan oleh saksi
pertamasaksi saat kejadian addudir rumahmendapatkan telepon dari
termohon telah dipukul helm oleh pemohdan termohon akhirnya
pulang kerumah saksi, malam harinya pemohon datang kerumah saksi
untuk meminta kunci rumahnya, namun akd diberikan oleh saksi
pertama, saat itulah terjadiebuah keributan antara saksi dengan

pemohon darsaksi kedua juga emgetahui serta melihgemohon dan
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termoha sering bertengkar tanpa saksi ketahui penyebabnya. Dan dari
pernyataan saksi ketiga yaitetka RT dari tempat tinggal pemohon dan
termohon,meryatakan bahwa saksi ditelepon pemohon mengaku tidak
bisa masuk rumah karena habis bertenglan memukul termohon
dengan helm.

Berdasarkan ungkapan para saksebutpenulismenyimpulkan
bahwasanya pembangan faktanykekerasan dalam rumah tangga benar
terjadi Dalam kasus yang disebutkan,npEhon melakukartindakan
kekerasan kemk temohon berupa pertengkaran dengan benda keras
berupa helm. Hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan dengan saksi yang
dihadirkan dalam persidangan sehingga kasus KDRT benar terjadi
sehingga menyebabkan perceraian.

. Pertimbangamukum

Berdasarkan data pena&m hasil dari wawancara terhadap
pertimbangan hakim dalam memberikan alasan untuk menjatuhkan
sebuah putusan atau untukemutuskan perkara perceraian serta
memakai dasar hukum apa saja yang dipakdaplin beberapalasan
ataupun terjadi karena sebuahsalahakim untuk menjatdtan sebuah
putusan dalam perkaiperceraiaerdasarka®P No. 9 tahun 197&asal
19Jo.KHI pasal 116

Hal ini diungkapkanoleh Bapak Karminperihal pertimbangan
hakim dalammemutuskan serta menyelesaikan perksaaeraian yang

diakibatkan KDRT, menyatakan bahwa :
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NnAl asan ydpaka pare makimm gdalah alasan adanya
pertengkaran terumeneus dalam meminimalisir adanya
pertengkaran itu, pertama kali adalah harus dibuktikan adanya
pertengkaran, yaitu pertengkaran fisik dan pertengkaran mulut
atau perselisihan. Hakim juga mempatiangkan apakah
pertengkaran itu sesuai dengan ketentuan dakasal @9 huruf

(d) dan(f) PP No. 9 tahun 1975, yang mana pertengkaran-terus
menerus yang tidak hanya terjadi sekali, dan harus dibuktikan
beberapa kali dan panjang waktunya, kemudian yaiads tidpat

di damd% kan. o

Kemudian pernyataan tersebut diperkuagi l@lengan alasan
alasan perceraian yang dalam mempertimbangkan kenapa perceraian itu
diputuskan, didalam kaitannydengan perceraianagg diakibatkan
KDRT, Bapak Khoirul Muhtaronrmenyatakan bahwa :

AHaki m mempunyai standart, bagain
yang dibuktikan itu bukan hanya terbukti pertengkaran terus
menerus, tetapi lebih kenapa walaupum verstek itu masih
dibutuhkan saksi, karerfaakim harus melihat apakah perkawinan
tersebut masih bisa dipertahankan atau layaknya untuk
diputuskan, itu yang @i pertimbangan utama seorang hakim,
dalam perkara perceraian jadi bukan mencari siapa yang salah
ataupun kalah dan memg tetapi lebih terfokus kepada apakah
benar telah melanggar pasal i@ uf (d) atau(f) dalam PP no. 9
tahun 1975 dan bahwa perkawinanitu juga masih bisa
dipertahankan atau tidakka sudah tidak ada harapan lagaka
hakim selayaknya untuk memutuskan perkara perceraian yang
diakibatkan KDRT 0

Dan hal ini pga disampaikakembali oleh pernyataan IbNur

Sholehahmenyatakan bahwa :

fiDalam mengambil putusan tentunya majelis hakim memuat
pertimbangan hukum berdasarkan faldita yang terungkap di
dalam perundangndangan, adapun dasisarnya vyaitu
mengacu &pada peraturan perundamgdangan yang berlaku,
yaitu undangundang perkawinano. 1 tahun 1974 yang terkait
masalah perceraian yaitu telah dijabarkan di dalam peraturan

% Karmin, diwawancarai oleRenulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.
% Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleRenulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni
2022.
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pemerintah no. 9 tahun 1975 karena di dalam pasal 19 itu telah

diatur secara limitatj artinya yang mana sudah ada ppoin

yang bisa dijadikan dasar pertimbangarhadap perceraian. Dan

juga terdapat beberapa item d@ji sampai dengaff), itu semua

yang dibuat arahan atau pertimbangan hakim dalam membuat
putusan serta yang sering dibuat rujukan yaitu terjadi adanya
sebuah pertengkaran secara tengserus aupun perselisihan
yang tidak dapat didamaikan kembdlerkait degan KDRT juga
dilihat dari sisi buktbukti bahwasanya terjadi KDRT dan
melanggar pasal 1Buruf (d) atau (f), sertatidak ada harapan
kembali &’

Hasil dari wawancara tersebut dapat dmitkan, bahwasanya
dari pernyataan tiga narasumber terhadégsanpertimbangan hakim
dalam memberikamputusan terkait kasuKDRT yang mengakibatkan
perceraianhakim lebih merujukpada PANo. 9 tahun 1975 pasal 18)
dan (f) Ja pasal 116(d) dan (f) KHI fisalah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
& antara suamidan istri terus menerus terjadi perselisthadan
pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamah
t a n gygng fuga sesuai éhgan pasal 116d) dan (f) KHI dn dari
bukti-bukti yang ada serta terbukti adanya KDR@ngmanadigunakan
sebagai pertimbangan oleh hakim Pegadilan Agama Jember.

Hal ini pun diperkuat dengan contoh data hasil putusamor
3766/Rit.G/2021/PA.JrDengan duduk perkargang sama, yaitu tentang
perceraian yang diakibatkan oleh KDRTPenjelasan tentang

pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perceraian talak

dengan duduk perkara KDRT, pertengkaran mana kadang kala diiringi

199 Nur Sholehah, iawancarai olefPenulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.
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dengarkekerasan yang meluksarmohon yang mengakibatkan pemohon
meninggalkan kediaman bersama selama 5 bulan.

Hakim menimbangkan bahwaaryg pertamakeputusanhakim
didasarkan paddU No. 7 Th1989 tentang R Jo.UU No. 3 tahun 2006
dan Perubahan kedua dengdd No. 50 tahun 2009 gbagaimana hakim
telah berupaya terlebih dahulu untpkrdamaian melalui mediasi yang
mana mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam
PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Kedua hakim menimbang bata keputusan berdasark pada
kedua saksi dari pihak pemohon yang telah memenuhi ketentuan pasal 22
PP No. 9 tahun 1975 tentapglaksanaan Undardndang No. 1 tahun
1974 dan pasal 76 Undatipdang No. 7 tahun 1989, dan ketentuan
pasal 147 HIR, yang manaetua saksi telah disypah, saksijuga
menyampaikan perihal pengetahuan yang dia alami sendiri sebagaimana
ketentuan pasal 171 ayat (1), yang mana keduanya menyampaikan hal
yang berkesesuaian sehingga memenuhi ketentuan pasal 172 HIR, yang
dimana dianggapudah sesuai dan memdmwketentuan syarat formil
dan materiil kesaksian.

Ketiga hakim menimbang berdasarkaukti elektronik yang
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara,
sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 Untlimtiang No. 11 tahu

2008 Jo. Undangyndang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan
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Transaksi Elektronik, yang manaesuai dengan syarat materiil
kesaksiannya.

Berdasarkan ungkapan pertimbangan hakim terseleaiulis
menyimpulkan bahwasanya pertimbangermahukum yang pertama
hakim menimbang drdasarkan paddU No. 7 Th 1989 tentang PA Jo.

UU No. 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun
2009 sebagaimana mediasi diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016.
Yang keduaberdasarkan pada kedua saksi daemohon yang telah
memenuhi ketentuapasal 22 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
UndangUndang No. 1 tahun 1974 dan pasal 76 UnddndangNo. 7
tahun 1989pasal 147 HIR, pasal 171 ayat (dan pasal 17#IR. Yang
ketiga hakim menimbang berdasarkan bukti elektronik, sebagaimana
ketentian dalam pasal 5 Undatimdang No. 11 tahun 2008 Jo. Undang
Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
yang mana sesuai demgsyarat materiil kesakannya.

. Hukum kebiasaahakim

Pengalaman dalam menyelesaikan perceraian yaaigbdikan
KDRT. Pengalaman Bapak Karmin dalam ‘menyelesaikan perceraian
yang diakibatkan KDRT, menyatakan bahwa :

AfPada dasarnya KDRT yang kaitann

pernah menangani kasus bahwa si penggugat mendalilkan telah

dianiaya, pertama yang dilakan terhadap yay kaitannya
dengan KDRT harus ada buktukti, jika buktinya tidak nyata
yang pertama adalah yang membuktikan kejallggadian itu
dulu, bisa saksi juga bisa putusan pidana. Jadi di Pengadilan

Agama Jember pernah terjadi yang saya aldatiwa suaminya
ini dihadapkan ke Pengadilan Negeri dan dia diputus adanya
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sebuah penganiayaan, sehingga dia dihukum dan sebagainya jadi
semacam itu. Kalau sudah begitu berarti nyata bahwa
penganiayaan itu benar dan terjadi adanya kekejaman. Kalau
tidak ada hanya sekedatalilnya dari si perempuan atau ldki

saja maka yang pertama adalah harus ada bukti bahwa
penganiayaan itu memang terjadi atas dasar penjelesan dari
beberapa saksi, maka jika tidak ada bekas sama sekali kemudian
juga tidak ada saksi malalat buktinyaadalah harus adanya hasil
visum dari dokter dan itu penting serta harus menyatakan bahwa
memang dianiaya. Tetapi visum dokter hanya menunjukkan
adanya luka bukan menunjukkan bahwa siapa yang melukai,
maka kalau nanti tidak bisa terbukti nagynkan hakim blawa

ada sebuah KDRT, seperti benar adanya luka, sakit, patah kaki
tetapi tidak ada bukti yang melukai, menyakti, matahkan itu
suamianya atau istrinya, maka disitu lebih cenderung bahwa
kejadian tersebut dianggap hanya sebuah pertengkagjan sa
KDRT nya kan tidak ada yang membuktikan bahwa siapa yang
melakukan KDRT itu suami/istri, nka disitu nanti diarahkan,
yaitu bukan lebih ke penganiayaannya tetapi adalah kepada
permasal ahan pPertengkarannya. o

Sedangkan pengalaman Bapak Khoirul dalaranyelesaikan
perceraian yang diakibatkan KDRT, menyatakan bahwa :

fMasingmasing orang pasti memiliki empati terhadap orang
yang teraniaya,tapi namanya seorang hakim kan dituntut untuk
tetap bisa profesional dan menyesuaikan hukum yang sudah
berlaku, jadimasingmasing orang pasti akan berbeda pendapat
dan dalam hal pandgan terkait pengalaman ini. Kalau memang
KDRT itu sudah dibuktikan artinya ada penganiayaan dalam hal
ini dipastikan terkait dalam kriminal, terdapat hasil visum, surat
keterangan dokteryang mana telah menyatakan bahwa telah
adanya terjadi sebuah pengg@man. Bisa jadi orang ada bekas
luka memar dan didalilkan sa@iai penganiayaan padahal jatuh
sendiri dikamar mandi kan bisa juga, mangkanya harus-betul
betul diperiksa secara seksama, dukhanya berdasarkan
pengakuan saja dan juga harus dibuktikan debg&ti-bukti atau

alat hukum yang lain, dalam hal ini adanya keterangan dokter
ataupun®visum. o

191 Karmin, diwavancarai oletPenulis, Pengadilan Agama Jemb@6 Juni 2022.
102 Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleRenulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni
2022.
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Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya
pernyataan @i dua narasumbsmitu dengan Bapak Karmin dan Bapak
Khoirul terhadaghukumkebiasaarseorang hakim dalam menyelesaikan
perceraian yang diakibatkalDRT yaitu dalam beberapa kasus yang
ditemukan oleh bapak karmin dan bapak khoirul, bahwa dpkukara
perceraian yang mekibkan KDRT, hakim lebih memfokuskan pada
pembuktian terjadinya sebuah kekerasan atau penganiayaan dalam rumah
tangga. Namun apa hiltelah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri
bahwasanya telah terjadi sebuah penganiayaan, maka hakim sudah tidak
perlu menfokuskan lagi dalam hal pembuktian adanya sebuah kekerasan
atau gnganiayaan dalam rumah tangga.

. Faktorfaktor yang menyebabkaerceraian dalam kasus KDRT

Faktor-faktor terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan
dalam rumah tangga, khususnya yanligkidikan oleh suami terhadap
istri. Penjelasan dari bapak Karmin yaitu sering terjadinya perselisihan
dan pertengkaran secaraugmenerus yang disebabkan karena masalah
ekonomi dan adanya sebuah kekerasan akibat frustasi, menyatakan
bahwa :

i F a kfaktor r yang menyebabkan  terjadinya KDRT karena

sering terjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang disebadnk karena masalah ekonomi dan adanya
sebuah kekerasan karena merasa frustasi tidak bisa melakukan
sesuatu yang semestinya meijasebuah tanggug jawab,
sebagaimana frustasi yang dimaksud adalah mencari pelampiasan
ke mabukmabukan yang berujung pada pefaasan terhadap

istri dengan membentak maupun tindakan lain yang semacamnya,
sehingga mengakibatkan adanya KDRT yang mana akan



73

bermuara sebuah perceraian apa bila sudah tidak dapat
di pertahan¥an kembali.od

Bapak Khoirul juga tidak jauh berbeda penjelasannya dengan
bapak Karmin, tetapi lagagi adanya perselisihan dan pertengkaran
terusmenerus yang tidak ada harapan rukun kemlpahg disebabkan
karena masalah ekonomi dan pa#himya berakibat adanya kekerasan
ataupun penganiayaan, menyatakan bahwa :

ATer kai t d-aunag perceraan utu labrh banyak dan
semuanya lebih bermuara kepada huruf f, terjadinya perselisihan
pertengkaran yang terumenerus yang tidak ada harapakun
kembali. Walaupun KDRT, nantinya juga terfokus kepada huruf
f, jadi istilahnya huruf f itu sebagai keranjang sampah jadi
semuanya bisa masuk, dari semua aladasan yang ada,
muaranya menjadikan rumah tangga dari perselisihan
pertengkaran yang @ ada harapan rukun kembali. Jadi bila
mana yang awal terjadi penganiayaan, dari penganiayaan itulah
yang bermuara kepada perselisihan pertengkaran yang berakibat
tidak ada harapan kembali. Terjadinya rgedéisihan yang
disebabkan oleh beberapa faktor ygeynah ada sebelumnya,
salah satunya ialah karena kurangnya tanggung jawab tidak bisa
mencukupi kebutuhan sehduari, akibat ketergantungan ekonomi
yang dilakukan oleh suami. Suami memaksakan istrukunt
menuruti semua keinginan suami, dan jika itu Kidarpenuhi
maka suami akan bertindak sewenarenang terhadap istri.
Sehingga faktor tersebut n¥njadi f

Sedangkan yang dikatakan oleh idur Sholehah perihal faktor
faktor KDRT, lebih memperhatikan tentang persaingan antara suami dan
istri terkait jabatan maupysendidikan, menyatakan bahwa :
AfRAda banyak sekald@ faktor, akan t
perlu di perhatikan lebih lagi idtafaktor dari persaingan antara
stami dan istri terkait jabatan pekerjaan maupun pendidikan.

Yang mana kebanyakan istri memiliki jabatan lebih tinggi dari
suami, bahkan dalam hal pendidikan yang mana istri lebih

193 Karmin, diwawancarai oleRenulis, Pengadilan Agma Jember, 06 Juni 2022.
104 Khoirul Muhtarom, diwawancaraileh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni
2022.
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mengutamakan berpendidikan tinggi karena unetmya dengan
berpendidikan tinggakan memudahkan banyak hal. Pemikiran
tersebut membuat suami merasa direndahkan karena
pendidikannya lebih rendah dari sang istri. Bahkan ada beberapa
istri yang tak merasa bersalah jika terus membandingan
pendidikan dafabatannya dengan suami. Sehinggami merasa
terdiskriminasi oleh perbuatan sang istri yang terus menerus
membandingkan dirinya. Maka dari hal tersebut timbulah
persaingan antar keduanya yang mengakibatkan keegoisan dan
pada akhirnya menyebabkan pergtayang berujung kekerasan
fisik dan semacamnya. Memang tidak semua istri seperti itu akan
tetapi ada yang®memang seperti itu
Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya

pernyataan dari tiga harasumber tentang falektor yang menyebabkan

perceraian dalam kasus KDRyaitu dari berbagai faktor terjadinya

kekerasan akibat permasalahan ekonomi, persaingan antama dan

istri, frustasi akan hatidak bisa memenuhi kewajiban daanggung

jawab terhadap keluarga, dan jika terjadi sebuah penganiayaan yan

bermuara kepadperselisihan darpertengkaran secara temnenerus

yang berakibat tidak ada harapan kembali.

. Kriteria KDRT
Jenis/macam/bentuk KDRT yang sering terjadi dalansuga

KDRT. Bapak Karmin menyatakan bahwa Per i hal jeni s/ mac a

yang sering saya temui yaiterdapat kekerasan fisik, psikologis, dan

keker as an'® 8dpaknkhairil .menyatakan bahwafi Y a n g

195 Nur Sholehah, diwawancarai oleenulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.
198 Karmin, diwawancarai oleRerulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.
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sering terjadi, saya rasa lebih terdapat dalam kekerasan ekonomi dan
kekeras®n fisik.o
Ibu Nur Sholehah menyatakan bahwa :
ABanyak s ek abemtuk K&ERA,itetapi jika dilibatdari
beberapa perkara yang sudah ditangani, saya pun juga pernah
menangani perkara tersebut salah satunya terdapat perselisihan
dan pertengkaran yang disddxan karena masalah ekonomi.
Yaitu juga bisa dikatakan kekerasaroe&mi yang mana hal ini
juga dar.i salah ®atu faktor persai
Hasil dari wawancara tersebut dapat irdgulkan, terkait
jenis/macam/bentuk KDRT bahwasanya pernyataan dari tiga narasumber
terdapat berbagai jenis/macam/bentuk KDRT, yang sering terjédi ya
kekerasan ekonomi, fisik, dan psikologidamun yanglebih serimg
merjadi alasan perceraian Vyaitwari penjelasan hakim bahwa
dikarenakamalasanpermasalahaekonomi yang mengakibatkan adanya
kekerasan fisik lebihsering terjadi untuk penyebaperceraan yang
diakibatkanKDRT.

2. Implikasi putusan hakim pasca perceraian tehadap kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tinjauan kompilasi hukum _islam tentang perceraian terfokuskan
pada pasal 114 apabila putusnya perkawinan yang disebabkan karena

perceraianpada kasus KDRTdapat terjadi karena alasamang terdapat

dalam pasal 116d) dan (f) iyang mana salah satu pihak melakukan

197 Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleRenulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni
2022.
198 Nur Sholehah, diwawancarai olenulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.
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kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihgkaya
dan antara suami dan isteri terusenerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan lpdwkun lagi dalam rumah
tangga.

Kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yandjtangani
seorang hakim apakasesuai dengan pasal 116) dan (f) dalam KHI.
Bapak Karmin menyatakan bahwa :

fSampai saat ini, kurang lebihnya bisa dik@n sesuai, karena dari
salah satuperkara perceraian padeasus KDRT terdapat dalil
sebagaimana adga pelanggaran pasal 1¥HI yang fokusnya
pada huruf d dai Tapi jarang terjadi akan hal sebuah kekejaman
atau penganiayadrerat, akan tetapi lebih sering terjgpdida sebuah
perselisihan dan pertengkargang mana sudah tidak dapat hidup
rukun kembali Namun, adanygperselisinan itu karena perihal
permasalaiin ekonomi dan frustasi akan halak bisa memenuhi
kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluétya.

Bapak Khoirul menyatakan bahwa :

fiPerihal kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian berdasarkan
KHI, terdapat dalam pasal 1t@&ruf (d) dan(f) KHI, adadua poin
perceraian yang terjadkarena adanya alasan salah spthak
melakukarkekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
pihak yang lain dan antarguami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akgm hidu
rukun lagi dalam rumah tanggédkan tetapi, yang sering terjadi
yaitu adanya sebuah perselisihnan dan pertengkarangmarsgerjadi

dan tidak ada harapan kembalkibat dari adanya sebuah kurangnya
tanggung jawalkarena tidak bisa mencukupi kebutuhaharthari,
akibat ketergantungaekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap

istri.ot°

199 Karmin, diwawancarai oleRenulis, Pengadilan Agaa Jember, 06 Juni 2022.
10 Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleRenulis, Pengadila Agama Jember, 13 Juni
2022.



77

Ibu Nur Sholehah menyatakan bahwa :

fiTerkait perkara perceraian pada kasus KDRT, jikanjdil dari

pasall16 KHI huruf (d) dan(f) itu sudah sesuai, akaetapi pada

kasus yang pernah saya dgani lebihbanyakterfokusanpada pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 TaH8v5 jo pasal 16

huruf (f) KHI yang terjadikarena faktor dari adanypersaingan

jabatan maupun pendidikan. Jika terjadi sebuah penganiayaan yang

bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang berakibat tidak ada harapan rukun kermigdi.

Hasil dari wawanara tersebut dapat disimpulkan, terkait Kasus
KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ditangani seorang hakim
apakd sesai dengan pasal 11€d) dan (f) dalam KHI bahwasanya
pernydaan dari tiga narasumber yaitu bahwa perkara perceraian yang
diakibatkan teh kasus KDRT memang terjadi sesuai alasan yang
diselutkan dalam KHI pasal 11d) dan (f), akan tetapi pada saat
dipersidangan para hakim jarang menemukan ad&agas KDRT karena
alasan (d) Afadanya kekej aman atau pengani
me mb a h a yyank sening tgadi adalah karena alas&f) i s u a mi I stri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakharapan
k e mb ,adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus
yakni dikarenakan perihdeberapgpermasalahankenomi, frustasi akan
hal tidak bisa memenuhi kewajiban damggung jawab terhadap keluarga,
akibat dari adanya sebudfurangnya tanggung jawab karena tidak bisa
mencukupi kebutuhan sehdwari, akibat ketergantungan ekonomi yang

dilakukan oleh suami teddap istri, terjadi karena faktor dari adanya

persaingan jabatan maupun pendidikan. Jika terjadi sebuah penganiayaan

M1 Nur Sholehah, diwawancarai olé®enulis Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.



78

yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang berakibat tidak ada harapan rukun kembali.

Hal ini pun juga diperkuat dengan contoh data hasil putusan nomor
3766/Pdt.G/2021/PA.Jr. Dengan duduk perkara yang sama, yaitu tentang
perceraian yang diakibatkan oleh KDRT. Penjelasan tentang pertimbangan
hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHdalam menjatuhkan
putusan ceraitalak karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, pegeargknana kadang
kala diiringi dengan kekerasan yang melukai termohon yang mengakibatkan
pemohon meninggalkan kediambersama selama 5 bulan.

Hakim menimbangkan bahwa besdakan ketentuan pasal 18
peraturan pemerintah republik indonesia Bldahun 975jo. pasal 11§{)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah salasan perceraian
yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami
istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Terdapat tiga unsurayg harus terpenuldalam perkara perceraian yang
diakibatkan KDRT, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus perselisinan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan Pengadilan telahayarup
mendamaikan sumi istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang dari tiga unsur tersebut dapat dipertimbangkan satu
persatu yaitu yangertama sebagaimana terdahulu telah terbukti bahwa

antara pemohon termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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terus menerus sdgaawal pernikahan tahun 2015 sampai akhir terjadi pada
bulan juni 2021.

Kedua selanjutnyaterbikti pula bahwaakibat dariperselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara pemohon termohon telah pisah tempat
tinggal yang berlangsung selam5 bulan, dan kaebarga tidak lagi
berkehendak untuk merukunkan mereka karena kejadian pertengkaran telah
berulang kali.

Ketiga majelis hakim telah berupaya mendamaikan antara pemohon
termohon sejak awal dan pada setiap persidangan, sampai akhir
persidanga, majelis hakim dlah mengoptimalkan upaya damai melalui
mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak
berhasil.

Dengan demikian, dasatu sampai dengan tiga unsur tersebut telah
terpenuhi semua, bahwa dengan adanya terpenuhinyaketgga unsur
tersdut, maka cerai talak yang diajukan oleh pemohon tersebut dipandang
telah memenuhi unsumsur terjadinya perkara perceraian yang ditetapkan
oleh Peraturan Perundangdangan.

Pertimbangan hakim  terkait Kasus KDRT yang mengakibatkan
percgaian yang ditangani seng hakim berdasarkan KHI peneliti
menyimpulkarbahwasang hakim menimbang berdasarkketentuan pasal
19 (f) peraturan pemerintah republik indonesia Rdahun 19750. pasal
116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salaatus alasan

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
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antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

Sertatelah terpenuhinya t&gunsurdalam perkara perceraian yang
diakibatkan KDRTyang nenjadi pertimbangan kuat para hakim untuk
kemudian mengabulkan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon
tiga unsur antara laiyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus
menerus perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan Pengadilan telah berupaya
mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

C. Pembahasan Temuan
Peneliti akan memberikarpemaparan terkait dengahasil emuan
penelitian dari data yang diperoleh di lapangan yeerguis kumpulkan, baik
melalui wawancara, maupun dokumentasi. Adapun data ganglis bahas

akan sesuai dengan fokus penelitian di atas, yaitu :

1. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang
diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pemadilan
Agama Jember

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpertiam d
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, yang mengandung
keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak,
sehingga diperlukan penanganpertimbangan hakim dengan Haiti.**?

Pertimbangan hakim adalah tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim

"2Qoidatul Pdmmambafg2an Haki m, o
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sebelum suatu keputusan dibuat atau diumumkan dalam persidangan, pada
pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan bermusyawarah,
mempertimbangkamlan memutuskan keputusan managyaarus diambil

untuk kedua belah pihak yang berperkara.

Dasar hukum yang mendasari pertimbangan diatur oleh empat
ketentuan, yang pertama papakal tertentu dalam peraturan perundang
undangan, yang kedua hukum kebiasagng ketiga yurisprudensi atau
yang keempat doktrin hukunSedangkan darsegi metodologi hakim
pengadilan agama harus melalui langkaigkah berikut ketika mengambil
keputusan dalam kaskasus yang sedang diperiksa dan menunggu
persidangan: pertamaperumusan masalah atau pokok perkara, kedua
pengumpulan data dalam proses pembuktian, &etigalisa data untuk
menemukan fakta, keempat penemuan hukum serta penerapannya, dan
yang terakhir kelima pengambilan putus&h.

Pertimbangan hakim dalam memutuskzarkara perceraiagang
diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Jember didasarkan pada
penemuan fakta dan penemuaerta peneraparnukumnya. Dengan
demikian dasar hakim didalam memberikan keputusan adalah dengan
menemukan fakta dan juga neeapkan hukummya jadi berdasarkan
penemuan fakta dan penerapan hukum yang sesuai serta berlaku yang dapat

diterapkan pada peristiwa tertant

M. Yahya Harahap, fdAHukum Acara Perdatad.
"MQoidat ul Pdmmambanig3d3s Haki m, o
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a. Pertimbanga fakta

Pertimbangan fakta merupakasesuatu hal yang sangat
mendasar dan penting dalam putusan hakim karena memperntjkaioa
tindakan manusia, peristiwva dan keadaan yang menjadi sebuah sorotan
utama dalam proses peradifan.Pertimbangan hukum vyaitu suatu
tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap
selama persidangan berlangsungilandari gugatan, jawabaeksepsi
dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi
syarat formil dan materiil yang mencapai batas minimal pembuKfian

Berdasarkan dmsil dari wawancarayang telah dilakukan
mengenai pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara paesera
yang diakibatka KDRT di Pengadilan Agama Jember, dilihat dari seqgi
penemuarfakta dan aturan atau hukumang mana jika berdasarkan
fakta tersebutpasti terkait dengan saksi dan pembuktian itu selaras,
yang sering dipakai/digunakan itu atas dasar RP ™ tahun 1975
tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 19Mtdag perkawinan pasal 19
(d) dan (f) sama halnya yang terdapat dalaf gasal 116d) dan (f).
Disaat saksi membuktikan adanya sebuah pertengkaragampayaan,
ataupun kekerasan, saksi harus dsdrenar melihat secarlangsung

saat terjadinya KDRT dan bersaksi jujur dalam persidangan.

U5 M. Guntry  Hamzah, fitdra Bakta, gNarma, Waral dan Doktrin Hukum
Dalam Perti mbangan Put ufraversithkdlksanmddia, Mekaslsan: B.t as Hu k u |
18 A Da ma n defiisi  Pertimbangan  Hukum, Desember 17, 2011,
http://www.damang.web.id/2011/12/deferpgirtimbangarhukum_217.html.
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Hal ini penulis memperkuatdengan contoldata hasilputusan
Pengadilan Agama  Jember dengan nomor perkara
3766/Pdt.G/202/PA.Jr, duduk perkara tentang perceraian gan
diakibatkan oleh KDRT. Penjelasan tentang pertimbangan hukum
berdasarkan faktdalan menjatuhkan putusan cetalak karenasering
terjadi perselisihan dan pertengkardalam rumah tangga pemohon
dengan termohon, pertengkaran mana kadang kala diiringgade
kekerasan yang melukai termohon yang mengakibatkan pemohon
meninggalkan kediaman bersama selama 5 biylang mana emohon
melakukan tindakan kekerasan kepada termdberupa pertengkaran
dengan benda keras berupa hesimtara pemohon termohon jugaisg
terjadi perselisihan dan pertengkarahlal tersebut dikuatkan dan
dibenarkan dengan saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehingga
kasus KDRT benar terjadi sehingg@nyebabkan perceraian.

b. PertimbamganHukum

Norma hukummerupakan sebagai petunjuida proposisi dari
suatu aturan hukum, sebab suatu aturan hukum tersebut harus dilakukan
pada isinormanya’’” Berdasekan hasil wawancara diketahuiasan
pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum gadas KDRTyang
menimbulkan perceraianeRimbangan hdm berdasarkan aturan atau
hukumyang mana hakim menggunakarsatahukumPP No. 9 Tahun

1975 Risal 19 (d) dan (fJo. Pasal 116 (d) dan (f) KHIisal ah sat u

M. Guntur Hamzah, HAHubungan Antara Fakt a,
Dalam Perti mbangan P wkum §aversithtbdlksanmddia, Mekaslsan: 4.t as H
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pihak melakukan kekejaman atau pemggaan berat yang
membahayakaryang lain & antara suami dansiri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran, danatkdada harapan akan
hidup rukun | agi Hah iniaimn selarasndarigan t an g g a
ketentuan dalanfPasal 116(d) dan (f) KHI dan dari bukdbukti yang
ada serta terbukti adanya KDRT, yang naadigunakan sebagai
pertimbangan @h hakim Pegadilan Agama Jeenb

Selanjutnya, dlam menjalankan fungsi peradilan hakim harus
memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan
itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusdmrus
pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan maueestyar
Untuk menciptakan sebuah putusan hakim yang memenuhi ketiga asas
tersebut memang tidak mudah, apalagi mengenai tuntutan keadilan
sebuwh putusan, karena konsep keadilan tidak mudah metwak
ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan satel pihak
lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan
baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas
putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan gertimbangan hukum
yang digunakan dalam memutus perkara. Chkalnenanya putusan
hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan.
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Penulis dalam hal pertimbangan hukum merujuk pada
pendapatnyaGustav Radbruclyang harus berurabh mengenai asas
hukumnya sebagaianaberikut*®

Pertama asas kepastian hukum setiap putusan harus
mengandungqualityartinya memberi kesempatan yang sama bagi para
pihak berperkaravlaksudnyakepastian hukunharus dibarengiengan
memberi kesempatan ygusama bagi para pihak. Dalam hal ini penulis
yang pada pokok intinya kepastian hukum adalah didasarkan atas
prinsip bdawa hukum mengikat semua orang serta memberikan
kesempatan yang sama bagi para pihak dan masyarakat. Sehingga
kesamaan yang dimaksudkaisidi terdiri dari atas kesamaan numerik
dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan
derajat atasetiap orang sama di hadapan hukum (equality before the
law), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada
setiap orang apaang menjadi hak dan kewajibannya

Selanjutnyasetiap putusan yang adaenjadi solusi autotorif,
yaitu sebagai jalan kear dari sengketa untuk menciptakan stabilitas
Mengkriteriakan kepastian hukum dengan memberi solusi- autotorif
yaitu sebagai jalan kedw dari sengketa untuk menciptakan stabilitas
yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini
penulis mengartikan pandangan ini bermakna bahwa mengatur

perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan

118y ahyaHarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agamadgngundang
Nomor 7tahun 1989)(Jakarta: Pustaka Kartini, 199305
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kebahagiaan bagi seluruh masgkat. Sehingga menjadi jalan keluar
dari sebuah polemik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Maksudnya
pengakuan darpara pihak perihal dapat diterimanya hasil putusan.
Karena tujuan daripada kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban
dan kedamaiaresta menghindarkan perselisihan.

Selanjutnya perlu desudan dengan tujuan Undargndang
yang dijadikan dasarPada @sarnya kepastian dalam hukum setiap
norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kakadahat di
dalamnya tidak mengandung penafsis@ang berbedheda. Sedangkan
kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu
sendirilah adanya kepastiadakim selalu dituntut untuk selalu dapat
menafsirkan makna undagdang dan peraturgreraturan lain yang
dijadikan dasar untuk diterapk. Penerapan hukum harus sesuai
dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapatadili secara utuh,
bijaksana dan kmgektif. Putusan hakim yang mengandung unsur
kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu
pengetahuan di bidang huku

Berikutnya kepastian hukon juga perlu-rengandung efisiensi
artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringarsulfipéneliti
yaitu mengkriteriakan kepastian hukum dengan caranya jelas dan
mudah dipahami serta tidak berbdldlit, apa yang sudah satiana
jangan dipersulit dan cepat tidak memakan waktu yang lama sampai

bertahurtahun.
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Kedua asas keadilan menurut pandangamadbruch perlu
adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan
hukum (equality before the law)Prinsip tentarg menerapkan keadilan
berbasis persamaan maksudnya bahwa hukum mengikat semua orang,
tidak berat sebelah. Selgiga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum
dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini
terdiri dari atas kesamaan numerdan kesamaan proporsional.
Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama
di hadapan huku (equality before the law)sedangkan kesamaan
proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi
hak dan kewajibannya.

Selanjunya, berdasarkan obyektiasnyadan tiap perkara harus
ditimbang sendiri Setiap putusan hakim pengaruhnyi@ngsung pada

kehidupan sosial masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum
dibuat untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damahdibdengan

kata lain bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap
tiap manusia supaya fentingannya tidak dapat diganggu. Karena hukum
dibuat -untuk melindungi kepentingan kebutuhan hidup manusia, maka
penerapan hukum yang dituangldaiam putusan hakim harus mencerminkan
nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapatalit

oleh para pihak yang berperkara maupun masyarakat, sebab hal ini akan
memberikan dampak sosial yang baik kepada masyarakat, untuk

meningkatlan kesadaran hukum masyarakat.
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Berikutnyakesesuaian prosedur dan substantif berdasarkan asas cepat,
sederhanadan biaya ringarPada dasarnya mekanisme yang digunakan oleh
hukum dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukumnya vyaitu
substantif, denganmenyeimbangkan dengan tata cara peratya
prosedural, maksudnya kesesuaian antara peraturan perwrdiargan yang
ada dengan putusan hakim yang dihasilkan dengan proses cepat, sederhana,
dan biaya ringan. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepatdienga
keadilan yang bernilai lebih. Kd#pan putusan sesuai dengan hukum,
kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri,
dan kecepatan penyelesainnya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat
rasa keadilan yang saling menglalam penegakan hukum

Ketiga asas kemnfaatan, pada dasarnya putusan hakim akan
mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan
hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata,
akan tetapi juga mengarahkan pada kemaniaéi@gi kepentingan
pihakpihak yang bergrkara dan kepentingan masyarakat pada
umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah
mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim
tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua piak
dasarnya Asas Kemanfaatan bergeraa@@ira titik Asas Keadilan dan
kepastian Hukum, dimana hakim lebih melihat padgian atau
kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Pada hakikatnya tujuan

hukum dibuat untuk kepentingan manusia.
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Hal ini penulis juga memperkuatdengan contohdata hasil
putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara
3766/Pdt.G/2021/PA.Jr,duduk perkara tentang perceraian yang
diakibatkan oleh KDRT. Penjelasan tentang pertimbangan hakim
berdasarkan aturan atau hukum dalam mehjatn putusa cerai talak
karenaseringterjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
pemohon dengan termohon

Pertama hakim menimbang bdasarkan pada Undatndang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimarmatdiu
dengan Undangndang Nomor 3 &hun 2006 dan Perubahan kad
dengan Undangyndang Nomor 50 dhun 2009, sebagaimana mediasi
diatur dalan PERMA No. 1 Bhun 2016Yang keduaberdasarkan pada
kedua saksi dari pemohon yang telah merneketentuan Pasal 2P
Nomor 9 Tahun B75 tentang @laksanaan Undardgndang Nomor 1
Tahun 1974 dand3al 76 Undanggndang Nonor 7 Tahun 1989, Pasal
147 HIR, Rsall71 Ayat (1), dan &al 172 HIR. Yang ketigdnakim
menimbang berdasarkan bukti elektronik, sebagaimana keteadilaam
pasal 5 UndngUndang Nomor 11 dhun 2008Jo. UndangUndang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

yang mana sesuai dengan syarat materiil kesaksiannya.

. Hukum KebiasaarHakim

Hukum kebiasaan hakimdalah hukum yang tidakrtulis, atau

hukumdi luar undangundang, bahwaeorang tdkim memiliki peran
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penting dalam menegakkan hwmkusebagaimana disebutkan dalam
Pasal 5 Aat (1) W No. 48 Tahun 2009 tentang Kekusan
Kehakiman, dengan demikianakim sebagai penegak hukum dan
keadilan memiliki keku@n untuk menggunakan hukum tidak téstu
sebagai dasar pertimbangarakiin sebaganana disebutkan dalam
Pasal 50 Aat (1) UhdangUndang Nomor 48 dhun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman?

Hasil dari wawacara, bahwasany@rhadap hukum kebiasaan
seorang hakn dalam menyelesaikan perceraian yang diakibatkan
KDRT yaitu dalam bBberapa kasus yang telah ditemuykaethwa dalam
perkara perceraian yang melibatkan KDRT, hakim lebih memfokuskan
pada pembuktian terjadinya sebuah kakan atau penganiayaan dalam
rumahtangga. Namun apa bila telah mendapat putusan dari Pengadilan
Negeri bahwasanya telah terjadi sebuah penganiayaan, maka hakim
sudah tidak perlu memfokuskan lagi dalam hal pembuktian adanya
sebuah kekerasan ataenganiagan dalam rumah tangga.

d. Faktor dan Kiteria

Perceraian adalasalahsatu penyebab putusnya sebuah ikatan
perkawinan, yang telah diatur dalam Undatundang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 padaPasal 39, yang mana dalasyat (2)
berbunyi AUntuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun

9Dpi mas Hu t ehkat Hakini Bemdgunakan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Dasar
Mengadil i, 0 Juma thttps:/ivyw.hikenonlineaoni/klinik/@ibdl&hkdtakim
menggunakaihukum-tidak-tertulissebagatdasarmengadililt5c63ce515e72b
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ke mb d% dedgan demikiaralasaralasan yang dimaksud tersebut
terdapat dlamPP No. 9 Bhun 197%asal 19Jo. KHI Pasal 116Jika
terkait dengan KDRTalasan yang selaras yaitu pada poin (d) dan (f)
yang berbunyifiSalah satu pihakpihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan yang lain & antara suami
dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Kenyataan yang terjadi sekaligus hasil dari penelibahwa
faktorfaktor dan kriteriayang menyebabkan perceraian dalam kasus
KDRT di Pengadilan Agama Jembegaitu dari berbagai faktorelah
terjadi kekerasan akibat permasalahan ekonomi, persaingan antara
suami dan istri, frustasi akan hadak bisa memenuhi kewajiban dan
tanggung jawab terhadap keluarga, dan jika terjadi sebuah
penganiayaan yanbermuara kepada perselisihan dagrtengkaran
secarad@rusmenerus yang berakibat tidak ada harapan kembali.
Sedangkan Kteria KDRT yang berujng perceraian sehingga
hakim dapat mengabulkan permohonanterdapat beberapa
jenis/macam/bentuk KDRTyaitu = kekerasan - ekonomi, fisik, dan
psikologis. Namun yang lebiresng menjadi alasan perceraian yaitu
dari penjelasan Ikém bahwa dikarenakan alasan permasalahan
ekonomi yang mengakibatkan adanya kekerasan fisik lebih sering

terjadi untuk penyebab perceraian yang diakibatkan KDRT.

pDpoortje D. Turangan, fAKekerasan Dalam Rumah
Jurnal Karya Tulis(Oktober, 2011) 16.
121 getneg RI, UU Nol tahun 1974, pasal 39 ayat (2).
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Faktor yang mempengarulian kriteriayang mempengaruhi
kehasaan hukum dalam memutuskasebuhd perkara hakim
terbiasanya memutuskan berdasarkan buk#&idangkan jika kriteria
KDRT berupa kekerasan psikis yang sulit dibuktikan, hal ini juga
mempengaruhi keputusan hakim dalam pertimbangar K3eena itu,
keputusin hakim lebih banyak perceaaidekibatkan kekerasan fisik.

2. Implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadagkasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun peraturan tentang larangadekerasanDalam Rumah
Tangga, yandelah diatur dalam UndarAgndangNomor 23 Tahun 2004
Penghapusa KekerasarDalam RumahTanggaPasal (5), berbunyi Set i ap
orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara yang pertama kekerasa
fisik, kedua psikis, ketiga seksual, keempat pelantaran rumghgaa®d

Perceraan berdasarkan Kompilasi Hukum Islatardapat dalam
Pasal 114 KHI Perceraian vyaitputusnya sebuah perkawinan yang
diakibatkan adanya perceraian dan juga dapat terjadi karadanya gugat
cerai ataupun berdasarkan gugatan percerafdnAlasanalasarperceraian
yang berkaitarpada kasus KDRT terdapat daldasal 116 (d) dan (fJo.

PP No. 9 Tahun 1975Pasal 19(d) dan (f)fiSalah satu pihak melakukan

kekejaman atau penganiayaaerlt yang membahayakan pihak yang lain

122 gekretariat Negara Rablik Indonesia. Undargndang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 a8t (1)
123 getneg RIJnpres No.1 Tahun 199Kompilasi Hukum IslanfKHI), pasal 114.
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danantara suami istri terusnenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan h'¥dup rukun
Sebuah prbuatan perceraian dalam hukum Islam merupakan
perbuatan tercela kena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan falsafah
dari sebuah perkawinan yang mengharapkan bahwa perkawinan sebagai
bentuk satu tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekdil aba
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha .E$slam sendiri memberikan
kelolehan perceraian sebagai jalan akhir meskipun hal tersebut dibenci oleh
Allah. Dalam aturannya seorang suami boleh memberikan talak terhadap
istrinya hingga tigakali setelah meyatakantalak pertama masa iddah
seorangstri ialah 100 hari. Namun jika semng ketika sedang hamil maka
masa iddahnya menjadi 40 setelah bersaé@glama rentan waktu masa
iddah seorang istri tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan siapapun
sementara itu seang suami tidak boleh melaksanakan sebuah perkawinan
lebih dari emptorang istri secara bersama&ementara itu seorang suami
memiliki posisi sebagai orang yang memberikan hak nafkah kepada istrinya
hal tersebut sebanding dengan hak talak terhadapysstyaitu rujuk.
Kemudian talak kedua memiliki implikasi sama sepitak yang pertama,
sedangkan pernyataan talak yang ketiga tidak ada sebuah kesempatan lagi

untuk Rujuk kembali kepada istrinya. Bekas istri yang telah mendapatkan

().

124 Setneg RIInpres No.1tahun 1991 Kompilasi Hukum l&am (KHI), pasal 116 ayat (d)
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pernyataan talak hinggega kali haram hukumnya dirujuk kembali kecuali
digauli dengan peikahan yang laif®

Hasil penelitian terkait Kasus KDRT yang mengakibatkan
perceraian yang ditangani seorangimalapalah sesuai dengara®al 116
(d) dan(f) dalam KHlyaitu bahwa perkara perceraian yang diakibatkan oleh
kasus KDRT memang terjadi sesuaassin yang disgmitkan dalam KHI
Pasal 116d) dan (f), akan tetapi pada saat dipersidangan para hakim jarang
menemukan adaaykasus KDRT karena alasgd) i a d any amark e k e j
atau pengani ayaan b e yaadserncptgadi adaldhmb ah ay a
karena alasan( f yuamii istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan t i dadanyapkselisihanrdanpan ke
pertengkaran terjadi secara terus meneyakni dikarenakan perihal
beberapa permasalahan ekonomi, frustasi akan hal tidak bisenubi
kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga, akibat dari adanya sebuah
kurangnya tanggung jawab karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari
hari, akibat ketrgantungan ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap
istri, terjadi karena faktor dariadanya persaingan jabatan maupun
pendidikan. Jika terjadi sebuah penganiayaan yang bermuara kepada
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berdkibata
harapan rukun kembali.

Penulis juga memperkuat dengan contoh data hasil putusan

PengadilanAgamaJember dengan nomauerkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr,

125 Badrut TamamPengantar Hukum AddDepok: Pustaka Radja, 2022))5-106.
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duduk perkara tentang perceraian yang diakibatkan oleh KD&ijjelBsan
tentang pertimbangan hakimetkait kasus KDRT yang mengakibatkan
perceraian yang ditanganseorang hakim berdasarkaKHI dalam
menjatuhkan putusan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, pertengkaran
mana kadang kaldiiringi dengan kekerasan yang melukai termohon yang
mengakibatkan pemohon meninggalkatdiaman bersama selama 5 bulan.
Bahwasanyahakim menimbang besasarkan ketentuan pasal 1©)
peraturan pemerintah republik indonesia Bldahun 19750. pasal 11§{)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian
yaitu adanya per$isihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami
istri dan tidak ada harapan akaidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Serta telah terpenuhinya tiga unsur dalam perkara perceraian yang
diakibatkan KDRT yang menjadi pertimbangan kuat para hakimkuntu
kemudian mengabulkan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon,
tiga unsur antaraaln yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembalgn Pengadilan telah berupaya
mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Sehingga hakim pengadilan memutuskan perkara perceraian dengan
seaditadilnya. Sebelum memutus perkara perceraian hakim sudah
menimbang 3 asas hukum sebagaimana yang disebutdam dkajian

pustaka diatas yaitu dengan menggunakan asas kepastiam, hagas
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keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagai contohnya pertimbangan hakim

dalam putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara

3766/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Kasus Kekerasan Dalam Rumdlangga (KDRT) di Pengadilan
Agama Jember dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/RO2Ir
menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya :

a. Menjatuhkan talak satu rajoi terhada

b. Menghukum tergugaRekonpensuntuk membayar kepada penggugat
Rekonpensberya, nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,
selama masa iddakehingga berjumlah Rp. 7.500.00@0,an mut 6 ah
berupa uang sebesar Rp. 15.000.098ng akan dibayarkan pada saat
sebelum pengucapan ikrar talak.

c. Menetapkan hak asuh ANAK | dan ANAK Herada dalam asuhan
penggugat, dengan kmewajiban memberikan kesempatepada
tergugat Rekonpensiuntuk bertemu dan mencurahkan kasihasgy
kepada kedua anak tersebut.

d. Menghukum tergugaRekonpensmembayar nafkah untuk kedua anak
tersebut ‘'sebesar Rp.500.000; setiap bulan dengan kenaikd®%
pertahun diluar biayadsehatan dan biaya pendidikannya.

e. Membebankan kepada pemohon/tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,

Sejauh ini belumada kasus hingga kekejaman ataugagmayaan

beratyang membahayakan damengancam jiwgebagaimana pasal 116 (d)
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Kompilasi Hukum Islam Namun dengan adanya unsur yang kedua saja
tentang perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk rukun kembali, hakolapat mengabulkan perkara
perceraiammeski tidak ada unsur yang pertama

Selanjutnya, pabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan
yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kemudian istri mengajukan
gugatan yang disebut gugat cemdilanjutkan Pengadilan Agama memutus
perkara peceraian tersebut, maka akibat hukumnya diagbagaimana
dalam Pasal 156 KHI yang menegasksgbagaimana berikutAkibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkiadhaaho dari
ibunya, kecuali bila ibuya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikan oleh wanitavanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah,
wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan
dari anak yang bersangkutan, wanyeng s&erabat sedarah menurut
garis samping dari ibu, wanita kerabat sedatatigaris samping ayabh.

b. Anak yang sudahmumayyiz berhakuntuk memilih mendapatkan
hadanah dari ayah atau ibunya.

c. Apabila pemegangfhadanab ternyata tidak dapat menjamin
keselamtan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan
fihadanab telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan pengadilan dapat memindahkan finaklanab kepada

kerabat lain yang mempunyai hak hadapala.
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d. Semua biaya hadanah dan nafkahak menjadi tanggungan ayah
menurut kemampuannya, sekurdagangnya sampai anak tersebut
dewasa dan daphidup mandiri(21 tahun).

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memblkan putusannya berdasarkan huwif, (b),

(c), dan (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikar anak
anak yang tidak turut padanya.

Apabila memperhatikan akibat hukum putusamdg@elilan Agama
dalamperkara perceran yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah
Tangga yang disebutkan dalam Pasal 156 KHI, maka dapat ditarik
kesimpulan yaitu adanya persoaladanah

BerdasarkarPasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
dalam hal terjadinya perceraian, biayanmeeliharaan di tanggung oleh ayah.
Apabila memperhatikan Pasal 105 butir ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka
yang menjadi masalah yaitu tepatkah Kompilasi Hukum Islam Pasal 105
butir ¢ yang mewajibkan seorang ayah membiayamgliharaan anak
meskipun sudah benca?

Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya
meliputi berbagai aspek. Namun, bila disederhanakan, aspek tersebut terdiri
atas dua, yaitu kewajiban moril dan kewajiban materiel. Pada dasarnya

kewajban tersebut adalah kewajiban kedwang tuanya, terutama ayahnya
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sebab menurut ajaran Islam, kéki adalah pemimpin dan kepala rumah
tangga. Kalau ayah, karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan
kewajiban tersebut, ibu harus memikul dan berusaledakukan yang
terbaik bagi analanakrya. Jadi, pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah
kewajiban bersama suami istri manakala keduanya masih hidup dalam satu
ikatan perkawinanz®

Dengan demikian bahwa pada dasarnya tanggung jawab

pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua taem@
masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.
Pemeliharaan anaketehh terjadi perceraian dalam bahasa figh disebut
dengan hadanah. Secara etimologi, hadanah berasal dari kata "hidhan”,
artinya: lambung, dan seperti katdadanah atithaairu baidhahu, artinya
burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan
perempuan (ibu) yang mengepit anakfa.

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapatetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anakanaknya, semat@ata berdasarkan kepentingan anak
bilamana ada perselisihan - mengenai penguasaan-aaa#tk
pengadilan memberi keputusannya.

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya fremaen
dan padidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biagy penghidupn dan/atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas istri.

126 pahmat HakimHukum Pernikahan IslarfBandung: Pustaka Setia, 200224.
127 sayyid SabigFigh aFSunnah (Kairo: Maktabah Dar aluras, 1980)Juz Il, 351.
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Perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab
pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan. Jika
meninjau ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan tersksoin memfokuskan
kepada kewajiban dan tanggung jawab material yaegjadi beban suami
atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa
suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.

Kompilasi mengaturnya secara lebih rimglam Pasal 105 sebagai
berikut: Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada
anak untuk memilih di antara ayah atau ibunyabasgai
pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditaggng oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian

dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi

tanggungawab ayahnya. Tanggugawab ®orang ayah tidak hilang karena

terjadi perceraian.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada judul penelitian yampgnulis dapatkan dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakimuntuk memutuskan perkara perceraian yang
diakibatkan KDRT di Pengadan Agama Jembeberdasarkan faktalan
hukum PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) danJ@) pasal 116Kompilasi
Hukum Islam(d) dan (f)dan buktiyang menguatkan.

2. Akibat hukum putusarhakim Pengadilan Agama Jember dalam perkara
perceraiarterhadap kasus KDRyang dalanmhal ini dengan nomor perkara
3766/Pdt.G/2021/PAJme nghasi | kan keputusan menj e
menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat
rekonpensi berupa nafkah iddahenetapkan hak asuh anak berada dalam
asuhan penggat, menghukum tergugat rekonpensi membayafkah
untuk anak diluar biaya Kesehatan dan biaya pendidikannya, dan
membebankan kepada tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

B. Saran

Setelahadanya kajjarme n g e Analisis Pertimbangan Hakim Pada s

KDRT Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

(Studi Kasus Di Pengadilangda ma J etemdapat $acan yaitu untuk

peneliti selanjutnya lebihmenggali pertimbangan hakimterhadap kasus

KDRT yangmengakibatkan perceraian berdasarknagashid syariah.
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PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN
PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

VARIABEL
Pertimbanga Hakim
KDRT
KHI

PERTANYAAN :

1. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan alasan untuk menjatuhkan
sebuah putusan atau untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan
KDRT ?

2. Bagaimana kesaksian para saksi saat dipersidangan (untuk membuktikan
bahwasapa | egal i t as /dapgembulktiaznhya) kisdaea derkam o
perceraian yang diakibatkan KDRT ?

3. Bukti seperti apa saja yang sering digunakan untuk memperkuat gugatan
perceraian sehingga bulkiukti dari saksi bisa memperkuat gugatan (pada
kasus KDRT yag mengakibatkan perceraigh)

4. Bagaimana kebiasaan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian
yang diakibatkan KDRT ?

5. Faktorfaktor apa saja yang menyebabkan perceraian dalam kasus KDRT ?

6. Jenis/macanmmacam/bentuk KDRT apa sajakah yang seringadéerdalam
kasus KORT ?

7. Kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ditangani seorang hakim
apakah sesuai dengan pasal 116 (d) dan(gRlah satu pihak melakukan
kekejaman ataupun penganiayaan berat dan antara suami istri mengalami

perselisihan atau péengkaran terusnenerus)?
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